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KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja PD)
merupakan acuan perencanaan kegiatan Perangkat Daerah selama satu
tahun dan merupakan penjabaran per tahun dari Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Adapun penyusunan Renja PD
merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sedangkan aturan secara
rinci diacu dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah.

Sesuai Perda Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Perda
Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Kendal, Satpol PP mulai tahun 2017 berubah menjadi
Satpol PP dan Pemadam Kebakaran. Fungsi Pemadam Kebakaran
bergabung dalam Satpol PP. Sesuai Peraturan Bupati Kendal Nomor 92
Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi,
serta Tata Kerja pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Kabupaten Kendal. Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam
Kebakaran Tahun 2024 sudah mengacu pada Renstra Satpol PP Tahun
2021-2026 serta penyesuaian kebijakan pusat dan propinsi. Beberapa
Kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan Satpol PP dan Pemadam
Kebakaran Kabupaten Kendal pada Tahun 2025 adalah ikut menjaga
ketentraman dan ketertiban masyarakat, Penegakan Peraturan Daerah yang
didukung dengan Peningkatan Kinerja PPNS, Pemenuhan target RPJMD
serta pemenuhan Standart Pelayanan Minimal (SPM), juga penyesuaian
implementasi Permenpan RB Nomor 4 Tahun 2014 tentang Jabatan
Fungsional Polisi Pamong Praja serta Peningkatan Kesiapsiagaan dan
Pencegahan Bahaya Kebakaran.

Renja Satpol PP dan Pemadam Kebakaran ini diharapkan dapat
benar-benar dapat menjadi acuan dalam penyusunan program dan
kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja Kegiatan serta penetapan pagu
pada Tahun Anggaran 2025 mendatang.

Kendal, 2024

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

IBANG DJOKO HITONO
Mnbiffa Utama Muda
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Renja Satpolkar Tahun 2m




DAFTAR ISI :

Kata Pengantar ... 1
| DL i =5 ol £S5 TP 2
BAB I. PendaluUlUan. . ..ocoeeeiiiiiiii it e e 3
1.1. Latar Belakang......cccovuviiiniiiiiiiiiie e 3
1.2. Landasan HUKUITL ..ot 4
1.3. Maksud dan TUjuan .....c...oeieuviiiiiiiiiiniir e 7
1.4. Sistematika PenUliSam ...oouiieiiiiiiii e, 8

BAB II. Hasil Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu ...9
2.1. Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan
Capaian Renstra Perangkat Daerah..........c..cocoeviiiiiininnnn.. 9
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah...................... 37

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Perangkat Daerah ........c.cooooiiiiiiiiiiiii e 40

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD....................c........ 41

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ...... 52

BAB IlI. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah .............c.c.c.cooiinie. 52
3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional dan Kebijakan Provinsi52

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah ..................... 58

3.3. Program dan Kegiatan ........c.coeveiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieceen 60

3.4. Inovasi Perangkat Daerah..........c.ccooiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin, 73

BAB IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah ................... 74
BAB V. PenUTUD e 78

Renja Satpolkar Tahun 2025



BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54
Tahun 2010, setiap Perangkat Daerah diharuskan untuk menyusun
Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) sebagai acuan
perencanaan kegiatan Perangkat Daerah untuk kurun waktu satu
tahun. Penyusunan Renja Perangkat Daerah ini mengacu pada
Rancangan Awal RKPD, Renstra Perangkat Daerah, serta hasil evaluasi
pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya untuk
memecahkan permasalahan yang dihadapi serta mendasarkan
kegiatan pada usulan masyarakat.

Rancangan awal RKPD menjadi acuan perumusan program,
kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif dalam Renja Perangkat
Daerah, sesuai dengan rencana program prioritas pada rancangan awal
RKPD. Renstra Perangkat Daerah menjadi acuan penyusunan tujuan,
sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan
maju berdasarkan program prioritas rancangan awal RKPD yang
disusun ke dalam rancangan Renja Perangkat Daerah selaras dengan
Renstra Perangkat Daerah. Hasil evaluasi pelaksanaan program dan
kegiatan periode sebelumnya menjadi acuan perumusan kegiatan
alternatif dan/atau baru untuk tercapainya sasaran Renstra Perangkat
Daerah berdasarkan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-
tahun sebelumnya. Masalah yang dihadapi menjadi acuan perumusan
tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta
prakiraan maju dalam rancangan Renja Perangkat Daerah dapat
menjawab berbagai isu-isu penting terkait dengan penyelenggaraan
tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Usulan program serta kegiatan
yang berasal dari masyarakat menjadi acuan perumusan kegiatan
dalam rancangan Renja Perangkat Daerah dan mengakomodir usulan
masyarakat yang selaras dengan program prioritas yang tercantum
dalam rancangan awal RKPD.

Rancangan Renja Perangkat Daerah dibahas pada forum
Perangkat Daerah yang dikoordinasikan oleh Baperlitbang, dimana
pembahasan tersebut meliputi penyelarasan program dan kegiatan

sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah berdasarkan usulan
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program dan kegiatan hasil Musrenbang Kecamatan, penajaman
indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas
dan fungsi Perangkat Daerah, penyelarasan program dan kegiatan
antar Perangkat Daerah dalam rangka sinergi pelaksanaan dan
optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi
masing-masing Perangkat Daerah yang didukung dengan penyesuaian
pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif
untuk masing-masing Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah
ditetapkan melalui Keputusan Bupati yang dikoordinir oleh
Baperlitbang yang selanjutnya Renja tersebut dipergunakan sebagai

acuan dalam pelaksanaan kegiatan pada tahun n+1.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat Il Batang dengan mengubah
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4700);
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10.

11.

12.

. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6841);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 82) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan

Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6757);

. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai

Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat

dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6322);

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana
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Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun
2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah
Nomor 9);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kendal
Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2008
Nomor 2 Seri E No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal
Nomor 30);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031
(Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2011 Nomor 20 Seri E No.
11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 84)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal
Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah
Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Kendal Nomor 198);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal
(Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 13,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 219);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2021 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kendal
Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021
Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 214);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
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Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem
Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 1114);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan
dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 1447);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang
Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

23. Peraturan Bupati Kendal Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2025 (Berita Daerah
Kabupaten Kendal Tahun 2024 Nomor 17).

1.3. Maksud dan Tujuan
Maksud penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja
PD) adalah tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan bagi
Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana
Pembangunan Jangka Menengah dan Panjang.
Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja PD (Renja PD) adalah
sebagai berikut:
a. Memberikan acuan bagi PD dalam menyusun program dan kegiatan
periode satu tahun pada tahun yang akan datang;
b. Memberikan acuan bagi PD dalam menentukan lokasi kegiatan
periode satu tahun pada tahun yang akan datang;
c. Memberikan acuan bagi PD dalam menyusun indikator kinerja

kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang;
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d. Memberikan acuan bagi PD dalam kelompok sasaran kegiatan
periode satu tahun pada tahun yang akan datang;

e. Memberikan acuan bagi PD dalam menyusun pagu indikatif dan
prakiraan maju kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan

datang.

1.4. Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan Rancangan Rencana Kerja Perangkat

Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Kabupaten Kendal Tahun 2025 berdasarkan Permendagri Nomor 86

Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Babl Pendahuluan
Berisi mengenai latar belakang penyusunan renja, dasar
hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan yang
dipergunakan.

Bab II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu
Bab ini memuat kajian (reviu) terhadap hasil evaluasi
pelaksanaan Renja PD tahun lalu dan perkiraan capian tahun
berjalan, selanjutnya dikaitkan dengan target Renstra PD
berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan
Renja PD tahun-tahun sebelumnya.

Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
Berisi ulasan tentang perumusan tujuan dan sasaran, yang
didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan
tugas dan fungsi PD yang dikaitkan dengan sasaran target
kinerja renstra PD.

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
Berisikan uraian Rencana Program dan Kegiatan, Indikator
Kinerja, Pendanaan Indikatif, dan Kelompok Sasaran

Bab V Penutup
Berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu
mendapatkan perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya
maupun ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan

kebutuhan, kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.
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BAB II
HASIL EVALUASI
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian

Renstra Perangkat Daerah

Pelaksanaan kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja dan
Pemadam Kebakaran Kabupaten Kendal selama tahun anggaran 2023
tidak ada hambatan dan kendala yang berarti, sehingga semua program

dan kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana.

Tingkat pencapaian Program dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong
Praja dan Pemadam Kebakaran selama Tahun Anggaran 2023 terdiri dari
3 Program, 13 Kegiatan dan 48 Sub Kegiatan secara umum dapat
dilaksanakan dengan baik sesuai dengan rencana dengan penyerapan
anggaran sebesar 92% dan capaian fisik sebesar 100%, yang secara rinci

adalah sebagai berikut :

Hasil Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam
Kebakaran Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2023 secara umum telah
dilaksanakan dengan optimal dan dapat mencapai target yang
ditetapkan. Hal ini dikarenakan dapat terlaksananya semua kegiatan dan
dapat memenuhi output yang diharapkan dan pelaksanaannya telah
dilakukan sesuai dengan perencanaan, sehingga pelaksanaan kegiatan

telah berjalan sebagaimana mestinya.

Adanya refocusing menyebabkan beberapa kegiatan tidak
memenuhi target kinerja. Oleh karena itu perlu untuk terus melakukan
optimalisasi sinergi antara perencanaan, pengalokasian anggaran,
pelaksanaan, sehingga tujuan dapat dicapai sesuai target capaian yang
telah dirumuskan. Dalam Menyusun Rencana Kerja, Rencana Kerja
Anggaran, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran perlu memperhatikan
kebutuhan secara terstruktur sehingga dapat mencapai target Renstra
yang telah direncanakan. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk
mengefektivitaskan anggaran sesuai dengan perencanaan sehingga
meminimalisir terjadinya unefektivitas kegiatan yang tidak perlu atau
kegiatan yang tidak mendukung pencapaian target kinerja baik perangkat
daerah maupun pemerintah daerah. Hasil Renja Satuan Polisi Pamong

Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2023
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secara umum telah dilaksanakan dengan optimal dan dapat mencapai

target yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan dapat terlaksananya semua

kegiatan dan dapat memenuhi

output yang diharapkan. Adapun

Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan

Pemadam Kebakaran Kabupaten Kendal sebagaimana pada Tabel T-C.29,

sedangkan secara singkat hasil Program dan Kegiatan Tahun Anggaran

2023 diuraikan sebagai berikut :

I. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat

Daerah :

a.

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Pagu anggaran

Realisasi anggaran

Realisasi anggaran (%)

Indikator kinerja capaian

Keluaran kegiatan

Target capaian kegiatan
Realisasi capaian kegiatan

Tingkat capaian kinerja (%)

Rp 136.057.894
Rp 135.053.194

99%
Jumlah Dokumen
Perencanaan Perangkat

Daerah yang disusun

3 Dokumen
3 Dokumen

100%

Koordinasi dan Penyusunan RKA-SKPD

Pagu anggaran

Realisasi anggaran

Realisasi anggaran (%)

Indikator kinerja capaian

Keluaran kegiatan

Target capaian kegiatan
Realisasi capaian kegiatan

Tingkat capaian kinerja (%)

Rp 1.000.000

Rp 1.000.000

100%

Jumlah Dokumen RKA
SKPD yang disusun

1 Dok
1 Dok
100%

Koordinasi dan Penyusunan Perubahan RKA-SKPD

Pagu anggaran

Realisasi anggaran

Realisasi anggaran (%)

Indikator kinerja capaian

Rp 1.000.000
Rp 1.000.000
100%

Jumlah Dokumen
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Keluaran kegiatan
Target capaian kegiatan
Realisasi capaian kegiatan

Tingkat capaian kinerja (%)

Perubahan RKA SKPD yang

disusun

1 Dok
1 Dok
100%

Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

Pagu anggaran
Realisasi anggaran
Realisasi anggaran (%)

Indikator kinerja capaian

Keluaran kegiatan
Target capaian kegiatan
Realisasi capaian kegiatan

Tingkat capaian kinerja (%)

Rp 990.000

Rp 990.000

100%

Jumlah Dokumen DPA
SKPD yang disusun

1 Dok
1 Dok
100%

Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD

Pagu anggaran
Realisasi anggaran
Realisasi anggaran (%)

Indikator kinerja capaian

Keluaran kegiatan
Target capaian kegiatan
Realisasi capaian kegiatan

Tingkat capaian kinerja (%)

Rp 1.000.000
Rp 1.000.000
100%

Jumlah Dokumen
Perubahan DPA SKPD yang

disusun

1 Dok
1 Dok
100%

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Pagu anggaran
Realisasi anggaran
Realisasi anggaran (%)

Indikator kinerja capaian

Rp 46.015.000

Rp 45.758.000

99%

Jumlah laporan capaian
kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD yang

disusun

Renja Satpolkar Tahun 2025



Keluaran kegiatan

Target capaian kegiatan 4 Laporan
Realisasi capaian kegiatan 4 Laporan
Tingkat capaian kinerja (%) 100%

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Rp 5.668.576.866
Rp 5.136.734.865

Pagu anggaran

Realisasi anggaran

Realisasi anggaran (%) : 91%

Indikator kinerja capaian Jumlah Orang yang
Menerima Gaji dan
Tunjangan

Keluaran kegiatan

Target capaian kegiatan 46 orang

Realisasi capaian kegiatan 39 orang

Tingkat capaian kinerja (%) : 84%

Mutasi dan pensiun merupakan faktor berkurangnya
pegawai, sementara pegawai yang masuk lebih kecil dari
yang keluar

b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi
Keuangan SKPD

Rp 257.200.000

Rp 238.870.000

Pagu anggaran

Realisasi anggaran

Realisasi anggaran (%) : 93%

Indikator kinerja capaian Jumlah Dokumen
Penatausahaan dan
Pengujian/Verifikasi

Keuangan SKPD
Keluaran kegiatan
Target capaian kegiatan 12 Dokumen

Realisasi capaian kegiatan 12 Dokumen

Tingkat capaian kinerja (%) : 100%
c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir
Tahun SKPD
Pagu anggaran Rp 1.000.200
Realisasi anggaran Rp 999.000
Realisasi anggaran (%) : 100%
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Indikator kinerja capaian

Jumlah Laporan Keuangan
Akhir Tahun SKPD dan

Laporan Hasil Koordinasi

Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun
SKPD

Keluaran kegiatan

Target capaian kegiatan 1 Laporan

Realisasi capaian kegiatan 1 Laporan

Tingkat capaian kinerja (%) 100%

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan

Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

Pagu anggaran
Realisasi anggaran
Realisasi anggaran (%)

Indikator kinerja capaian

Keluaran kegiatan
Target capaian kegiatan
Realisasi capaian kegiatan

Tingkat capaian kinerja (%)

Rp 6.155.000
Rp 6.154.000
100%
Jumlah Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Sem
esteran SKPD dan Laporan
Koordinasi

Penyusunan

Laporan Keuangan

18 Laporan
18 Laporan
100%

3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

a.

Pengadaan Pakaian
Kelengkapannya

Pagu anggaran

Realisasi anggaran
Realisasi anggaran (%)

Indikator kinerja capaian

Keluaran kegiatan

Target capaian kegiatan

Dinas

Beserta Atribut
0
0
0
Jumlah Paket Pakaian

Dinas Beserta  Atribut

Kelengkapan Pakaian
Dinas dan

Perlengkapannya

0 Paket
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Realisasi capaian kegiatan

Tingkat capaian kinerja (%)

0 Paket

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas

dan Fungsi

Pagu anggaran
Realisasi anggaran
Realisasi anggaran (%)

Indikator kinerja capaian

Keluaran kegiatan
Target capaian kegiatan
Realisasi capaian kegiatan

Tingkat capaian kinerja (%)

Rp 11.198.210
Rp 11.198.210
100%

Jumlah Pegawai
Berdasarkan Tugas dan
Fungsi

yang Mengikuti

Pendidikan dan Pelatihan

4 orang
4 orang

100%

Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

Pagu anggaran
Realisasi anggaran
Realisasi anggaran (%)

Indikator kinerja capaian

Keluaran kegiatan
Target capaian kegiatan
Realisasi capaian kegiatan

Tingkat capaian kinerja (%)

0
0
0

Jumlah Orang

yang
Mengikuti Sosialisasi
Peraturan Perundang-

Undangan

O orang

O orang

Refocusing anggaran menjadikan kegiatan tidak terlaksana

4. Administrasi Umum Perangkat Daerah

a.

Penyediaan Komponen
Bangunan Kantor

Pagu anggaran

Realisasi anggaran
Realisasi anggaran (%)

Indikator kinerja capaian

Instalasi

Listrik/Penerangan

Rp 29.500.000
Rp 29.125.500

99%

Jumlah Paket Komponen
Instalasi Listrik /
Penerangan Bangunan
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Keluaran kegiatan
Target capaian kegiatan
Realisasi capaian kegiatan

Tingkat capaian kinerja (%)

Kantor yang Disediakan

4 Paket
4 Paket
100%

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Pagu anggaran
Realisasi anggaran
Realisasi anggaran (%)

Indikator kinerja capaian

Keluaran kegiatan
Target capaian kegiatan
Realisasi capaian kegiatan

Tingkat capaian kinerja (%)

Rp 59.999.800

Rp 59.725.000

99%

Jumlah Paket Peralatan
dan Perlengkapan Kantor

yang Disediakan

1 paket
1 paket
100%

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Pagu anggaran
Realisasi anggaran
Realisasi anggaran (%)

Indikator kinerja capaian

Keluaran kegiatan
Target capaian kegiatan
Realisasi capaian kegiatan

Tingkat capaian kinerja (%)

Rp 19.937.000

Rp 10.972.000

55%

Jumlah Paket Peralatan
Rumah Tangga yang

Disediakan

6 Paket
6 Paket
100%

Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Pagu anggaran
Realisasi anggaran
Realisasi anggaran (%)

Indikator kinerja capaian

Keluaran kegiatan
Target capaian kegiatan

Realisasi capaian kegiatan

Rp 65.351.790
Rp 61.842.000
95%

Jumlah Paket Bahan
Logistik Kantor yang

Disediakan

12 Paket
12 Paket
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Tingkat capaian kinerja (%)

100%

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Pagu anggaran
Realisasi anggaran
Realisasi anggaran (%)

Indikator kinerja capaian

Keluaran kegiatan
Target capaian kegiatan
Realisasi capaian kegiatan

Tingkat capaian kinerja (%)

Rp 57.000.000
Rp 56.450.200
99%

Jumlah  Paket Barang
Cetakan dan Penggandaan

yang Disediakan

12 Paket
12 Paket
100%

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-

undangan

Pagu anggaran
Realisasi anggaran
Realisasi anggaran (%)

Indikator kinerja capaian

Keluaran kegiatan
Target capaian kegiatan
Realisasi capaian kegiatan

Tingkat capaian kinerja (%)

Rp 6.960.000

Rp 5.635.000

81%

Jumlah Dokumen Bahan
Bacaan dan Peraturan

Perundang-Undangan yang

Disediakan

768 Dokumen
768 Dokumen
100%

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Pagu anggaran
Realisasi anggaran
Realisasi anggaran (%)

Indikator kinerja capaian

Keluaran kegiatan
Target capaian kegiatan
Realisasi capaian kegiatan

Tingkat capaian kinerja (%)

Rp 230.527.698
Rp 164.793.250

71%
Jumlah Laporan
Penyelenggaraan Rapat

Koordinasi dan Konsultasi

SKPD

180 Laporan
180 Laporan
100%
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h. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

Pagu anggaran : Rp 70.000.000

Realisasi anggaran : Rp 64.360.575

Realisasi anggaran (%) 0 92%

Indikator kinerja capaian : Jumlah Dokumen
Penatausahaan Arsip

Dinamis pada SKPD

Keluaran kegiatan

Target capaian kegiatan : 5 Dokumen
Realisasi capaian kegiatan : 5 Dokumen
Tingkat capaian kinerja (%) : 100%

5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah

a. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Pagu anggaran : 0
Realisasi anggaran : 0
Realisasi anggaran (%) : 0
Indikator kinerja capaian :  Jumlah Unit Kendaraan

Dinas Operasional atau

Lapangan yang Disediakan

pada SKPD
Keluaran kegiatan
Target capaian kegiatan
Realisasi capaian kegiatan : O

Tingkat capaian kinerja (%) : -
Refocusing anggaran menjadikan kegiatan tidak terlaksana
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Pagu anggaran : Rp 6.000.000

Realisasi anggaran : Rp 5.775.000

Realisasi anggaran (%) : 96%

Indikator kinerja capaian :Jumlah Laporan

Penyediaan Jasa Surat
Menyurat Perangko,
Materai dan Benda Pos

Lainnya
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Keluaran kegiatan

Target capaian kegiatan : 1 Laporan
Realisasi capaian kegiatan : 1 Laporan
Tingkat capaian kinerja (%) : 100%

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik

Pagu anggaran : Rp 230.053.000

Realisasi anggaran : Rp 206.061.180

Realisasi anggaran (%) : 90%

Indikator kinerja capaian :Jumlah Laporan
Penyediaan Jasa

Komunikasi, Sumber Daya

Air dan Listrik yang

Disediakan
Keluaran kegiatan
Target capaian kegiatan : 12 Laporan
Realisasi capaian kegiatan : 12 Laporan
Tingkat capaian kinerja (%) : 100%
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Pagu anggaran : Rp 59.998.000
Realisasi anggaran : Rp57.311.014
Realisasi anggaran (%) : 96%
Indikator kinerja capaian : Jumlah Laporan

Penyediaan Jasa Peralatan
dan Perlengkapan Kantor
yang Disediakan
Pemeliharaan Alat Kantor

Keluaran kegiatan

Target capaian kegiatan : 12 Laporan

Realisasi capaian kegiatan : 12 Laporan

Tingkat capaian kinerja (%) : 100%

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Pagu anggaran : Rp 125.000.000

Realisasi anggaran : Rp 112.641.400

Realisasi anggaran (%) 0 90%

Indikator kinerja capaian : Jumlah Laporan
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7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang

Keluaran kegiatan
Target capaian kegiatan
Realisasi capaian kegiatan

Tingkat capaian kinerja (%)

Pemerintahan Daerah

a.

Penyediaan Jasa Pelayanan

Umum Kantor yang
Disediakan
12 Laporan
12 Laporan
100%
Urusan

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah
Pagu anggaran
Realisasi anggaran
Realisasi anggaran (%)

Indikator kinerja capaian

Keluaran kegiatan
Target capaian kegiatan
Realisasi capaian kegiatan

Tingkat capaian kinerja (%)

Rp 293.951.000
Rp 293.680.110

100%
Jumlah Kendaraan
Perorangan Dinas atau

Kendaraan Dinas Jabatan
yang Dipelihara dan

Dibayarkan Pajaknya

57 Unit
57 Unit
100%

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,

Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau

Lapangan

Pagu anggaran
Realisasi anggaran
Realisasi anggaran (%)

Indikator kinerja capaian

Keluaran kegiatan
Target capaian kegiatan

Realisasi capaian kegiatan

Rp 29.410.000

Rp 21.055.000

72%

Jumlah Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan
yang Dipelihara dan
Dibayarkan Pajak

dan Perizinannya

57 Unit
57 Unit
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Tingkat capaian kinerja (%) : 100%

c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan

Lainnya

Pagu anggaran : 0

Realisasi anggaran : 0

Realisasi anggaran (%) : 0

Indikator kinerja capaian :  Jumlah Gedung Kantor

dan Bangunan Lainnya
yang
Dipelihara/Direhabilitasi

Keluaran kegiatan

Target capaian kegiatan

Realisasi capaian kegiatan : O

Tingkat capaian kinerja (%) : -

Refocusing anggaran menjadikan kegiatan tidak terlaksana

II. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum
1. Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum
dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota :
a. Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban
Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan

dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan

Pengawalan

Pagu anggaran : Rp 105.250.000

Realisasi anggaran : Rp 102.950.000

Realisasi anggaran (%) : 98%

Indikator kinerja capaian : Jumlah Kasus Gangguan

Ketenteraman dan
Ketertiban Umum yang
Dicegah Melalui Deteksi
Dini dan Cegah Dini,
Pembinaan dan
Penyuluhan, Pelaksanaan
Patroli, Pengamanan,

dan Pengawalan

Keluaran kegiatan

Target capaian kegiatan : 96 Kasus
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Realisasi capaian kegiatan : 100 Kasus

Tingkat capaian kinerja (%) : 104%

Gangguan ketentraman dan ketertiban yang mengalami
peningkatan sehingga perlu upaya pencegahan yang lebih
intensif

Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan
Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada
melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan

Kerusuhan Massa

Pagu anggaran : Rp 85.360.000

Realisasi anggaran : Rp 78.610.000

Realisasi anggaran (%) 0 92%

Indikator kinerja capaian :  Jumlah Kasus Gangguan
Ketenteraman dan
Ketertiban Umum

berdasarkan Perda dan
Perkada Melalui Penertiban
dan Penanganan Unjuk
Rasa dan Kerusuhan

Massa yang Dilakukan

Penindakan
Keluaran kegiatan
Target capaian kegiatan : 90 Kasus
Realisasi capaian kegiatan : 71 Kasus
Tingkat capaian kinerja (%) : 79%

Refocusing
Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka

Ketentraman dan Ketertiban Umum

Pagu anggaran : Rp 1.748.306.000

Realisasi anggaran : Rp 1.691.186.958

Realisasi anggaran (%) 0 97%

Indikator kinerja capaian : Jumlah Dokumen yang
Memuat Hasil
Pemberdayaan

Perlindungan Masyarakat
dalam rangka

Ketenteraman dan
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Keluaran kegiatan
Target capaian kegiatan
Realisasi capaian kegiatan

Tingkat capaian kinerja (%)

Ketertiban Umum

12 Dokumen
12 Dokumen

100%

Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja

dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam

Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia

Pagu anggaran
Realisasi anggaran
Realisasi anggaran (%)

Indikator kinerja capaian

Keluaran kegiatan
Target capaian kegiatan
Realisasi capaian kegiatan

Tingkat capaian kinerja (%)

Rp 29.560.000

Rp 29.560.000

100%

Jumlah SDM Satuan Polisi
Pamong praja dan Satuan
Perlindungan Masyarakat
yang Ditingkatkan

Kapasitasnya

100 orang
93 orang
93%

Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik

Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman

dan Ketertiban Umum
Pagu anggaran
Realisasi anggaran
Realisasi anggaran (%)

Indikator kinerja capaian

Keluaran kegiatan

Target capaian kegiatan
Realisasi capaian kegiatan
Tingkat capaian kinerja (%)

Refocusing

Rp 39.900.000

Rp 39.850.000

100%

Jumlah Dokumen Hasil
Pelaksanaan Kerja Sama
antar Lembaga dan
Kemitraan dalam Teknik

Pencegahan Kejahatan

4 Dokumen
2 Dokumen

50%
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2. Penegakan

Penyusunan SOP Ketertiban

Masyarakat

Pagu anggaran
Realisasi anggaran
Realisasi anggaran (%)

Indikator kinerja capaian

Keluaran kegiatan

Target capaian kegiatan
Realisasi capaian kegiatan
Tingkat capaian kinerja (%)

Refocusing

Umum dan Ketentraman

0
0
0
Jumlah buku SOP dan
buku profil yang disusun

per tahun

Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan

Peraturan Daerah dan Perkada

Pagu anggaran
Realisasi anggaran
Realisasi anggaran (%)

Indikator kinerja capaian

Keluaran kegiatan
Target capaian kegiatan
Realisasi capaian kegiatan

Tingkat capaian kinerja (%)

Rp 12.104.000
Rp O
0%

Jumlah Laporan
Penyediaan Layanan
Dampak Penegakan Perda
dan Perkada yang
Terlayani

S Laporan
O Laporan

100%

Pelaksanaan Penegakan Perda/Perkada melalui berbagai

tahapan sesuai SOP sehingga tidak ada warga yang

terdampak akibat penegakan Perda

Peraturan

Peraturan Bupati/Wali Kota

a.

Pengawasan atas

Daerah Kabupaten/Kota dan

Kepatuhan terhadap Pelaksanaan

Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota

Pagu anggaran
Realisasi anggaran
Realisasi anggaran (%)

Indikator kinerja capaian

Rp 33.450.000
Rp 31.350.000

94%
Jumlah  Laporan  Hasil
Pelaksanaan Pengawasan
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yang Dilakukan Terhadap
Kepatuhan Terhadap
Pelaksanaan Peraturan
Daerah dan  Peraturan
Bupati/Wali Kota

Keluaran kegiatan

Target capaian kegiatan : 60 Laporan
Realisasi capaian kegiatan : 43 Laporan
Tingkat capaian kinerja (%) : 71%
Refocusing

Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan

Peraturan Bupati/Wali Kota

Pagu anggaran : Rp 795.298.258

Realisasi anggaran : Rp 397.312.560

Realisasi anggaran (%) : 50%

Indikator kinerja capaian : Jumlah Laporan

Pelaksanaan Penanganan
Atas Pelanggaran
Peraturan Daerah dan
Peraturan Bupati yang

Dapat Ditangani Sesuai

SOP
Keluaran kegiatan
Target capaian kegiatan : 125 Laporan
Realisasi capaian kegiatan : 165 Laporan
Tingkat capaian kinerja (%) : 132%
Pengaduan dari masyarakat yang melebihi target yang
ditetapkan
Jumlah berkas penyidikan
Target capaian kegiatan : 15 Berkas
Realisasi capaian kegiatan : 53 Berkas
Tingkat capaian kinerja (%) : 353%

Pelanggaran Perda No 11 Tahun 2013, terutama

penanganan terhadap anak Punk yang meningkat
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3.

Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
Kabupaten/Kota
a. Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS

Pagu anggaran Rp 52.358.137

Realisasi anggaran Rp 52.358.137

Realisasi anggaran (%) 100%

Indikator kinerja capaian Jumlah  Laporan Hasil

Keluaran kegiatan
Target capaian kegiatan
Realisasi capaian kegiatan

Tingkat capaian kinerja (%)

Pelaksanaan Peningkatan

Kapasitas Pejabat PPNS
dalam Mendukung
Penyelenggaraan

Ketertiban Umum dan

Ketenteraman Masyarakat
serta Penegakan Perda dan

Perkada

4 Laporan
4 Laporan

100%

III PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN
KEBAKARAN dan PENYELAMATAN NON KEBAKARAN

1.

Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan

Penanganan Bahan Berbahaya
dalam Daerah Kabupaten/Kota

a.

dan Beracun Kebakaran

Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah

Kabupaten/Kota
Pagu anggaran
Realisasi anggaran
Realisasi anggaran (%)

Indikator kinerja capaian

Rp 3.661.460.000

Rp 3.660.749.600

100%

Hasil

Jumlah Laporan

Pelaksanaan Kegiatan
Kesiapsiagaan

Piket dan

Petugas
Pemadaman
Kebakaran dalam Daerah

Kabupaten/Kota
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Keluaran kegiatan

Target capaian kegiatan : 365 Laporan
Realisasi capaian kegiatan : 365 Laporan
Tingkat capaian kinerja (%) : 100%

Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan

Non Kebakaran

Pagu anggaran : Rp 202.650.000

Realisasi anggaran : Rp 202.520.850

Realisasi anggaran (%) : 100%

Indikator kinerja capaian :  Jumlah Dokumen Hasil
Pelaksanaan Kegiatan
Kesiapsiagaan Petugas
Piket dan

Penyelamatan/Evakuasi

Saat Penanggulangan
Kebakaran dan Non
Kebakaran

Keluaran kegiatan

Target capaian kegiatan : 360 Dokumen

Realisasi capaian kegiatan : 360 Dokumen

Tingkat capaian kinerja (%) : 100%

Pengadaan Sarana dan  Prasarana  Pencegahan,

Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri

Pagu anggaran : Rp 102.746.536

Realisasi anggaran : Rp 102.746.536

Realisasi anggaran (%) : 100%

Indikator kinerja capaian : Jumlah Sarana dan
Prasarana Untuk
Pencegahan dan
Penanggulangan

Kebakaran dan Alat
Pelindung Diri yang Sah
dan Legal Sesuai Standar
Teknis Terkait
Penanggulangan
Kebakaran dan Alat
Pelindung Diri
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Keluaran kegiatan
Target capaian kegiatan
Realisasi capaian kegiatan

Tingkat capaian kinerja (%)

25 unit
43 unit
176%

Kebutuhan sarana dan prasarana yang urgen sehingga

dicarikan alternatif peralatan yang jauh lebih murah.

Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran

Pagu anggaran
Realisasi anggaran
Realisasi anggaran (%)

Indikator kinerja capaian

Keluaran kegiatan

Target capaian kegiatan
Realisasi capaian kegiatan
Tingkat capaian kinerja (%)

Refocusing

Penyelenggaraan Kerjasama dan

Daerah

Rp 4.860.000

Rp 4.860.000

100%

Jumlah Aparatur Pemadam
Kebakaran yang Memiliki
Sertifikasi Keterampilan
Teknis dan Analis Dalam
Pencegahan dan

Penanggulangan

Kebakaran
10 orang
O orang

0%

Koordinasi antar

Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan

dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan

Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

Pagu anggaran
Realisasi anggaran
Realisasi anggaran (%)

Indikator kinerja capaian

Jumlah Dokumen Hasil
Penyelenggaraan Kerja
Sama dan Koordinasi antar

Wilayah  Kabupaten/Kota

dalam Pencegahan,
Penanggulangan
Kebakaran dan

Penyelamatan Kebakaran
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dan Non Kebakaran

Keluaran kegiatan

Target capaian kegiatan : 3dok
Realisasi capaian kegiatan : 3 dok
Tingkat capaian kinerja (%) : 100%

2. Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran

a. Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran

Pagu anggaran : Rp 8.200.000

Realisasi anggaran : Rp 8.119.900

Realisasi anggaran (%) 0 99%

Indikator kinerja capaian : Jumlah Dokumen yang

Memuat Data Bangunan
/Gedung/Lingkungan yang
Memenuhi Kelaikan
Standar Sarana Prasarana
Proteksi Kebakaran

Keluaran kegiatan

Target capaian kegiatan : 20 dok
Realisasi capaian kegiatan : 15 dok
Tingkat capaian kinerja (%) : 75%
Refocusing

3. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran
a. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan
Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan

Edukasi Masyarakat

Pagu anggaran : Rp 570.000.000

Realisasi anggaran : Rp 562.760.700

Realisasi anggaran (%) 0 99%

Indikator kinerja capaian : Jumlah Warga Masyarakat
yang Mendapatkan
Sosialisasi Edukasi
Pencegahan dan
Penanggulangan
Kebakaran Setiap
Tahunnya
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Keluaran kegiatan
Target capaian kegiatan

Realisasi capaian kegiatan

Tingkat capaian kinerja (%)

700 Orang
1.000 Orang
142%

Antusias masyarakat mengikuti sosialisasi sangat tinggi

b. Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam
Kebakaran
Pagu anggaran Rp 34.112.350
Realisasi anggaran Rp 34.111.600
Realisasi anggaran (%) 99%
Indikator kinerja capaian Jumlah  Desa/Kelurahan
yang Terbentuk dan
Terbina Relawan Pemadam
Kebakaran pada Lingkup
Sistem Ketahanan
Kebakaran Lingkungan
(SKKL) Setiap Tahunnya
Keluaran kegiatan
Target capaian kegiatan 20 Desa/Kelurahan
Realisasi capaian kegiatan 20 Desa/Kelurahan
Tingkat capaian kinerja (%) 100%
Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan

terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan

dan Evakuasi

a.

Standarisasi

Pertolongan terhadap

Kondisi

Sarana dan Prasarana Pencarian dan

Membahayakan

Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi

Pagu anggaran
Realisasi anggaran
Realisasi anggaran (%)

Indikator kinerja capaian

Rp 34.580.240

Rp 34.580.240
100%

Jumlah Dokumen yang
Memuat Kajian Kebutuhan
Jenis Sarana dan
Prasarana untuk Pencarian
dan Pertolongan Terhadap
Kondisi

Membahayakan Manusia /
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Keluaran kegiatan

Target capaian kegiatan
Realisasi capaian kegiatan
Tingkat capaian kinerja (%)

refocusing

Penyelamatan dan
Evakuasi yang  Sesuai

Standar

8 Dokumen
6 Dokumen
100%
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Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024
Kabupaten Kendal

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Penanganan Gangguan Ketenteraman

Jumlah pelanggaran dan pengaduan

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Target Realisasi Target dan Realisasi Kinerja Target Perkiraan Realisasi
Daerah dan Program/ Kegiatan kegiatan (ouput) Capaian Target Program dan Kegiatan Tahun program Capaian Target
Kinerja Kinerja 2023 dan Renstra Perangkat
Program Hasil kegiatan Daerah s.d tahun
(Renstra Program (Renja berjalan
Perangkat dan Target Realisasi Tingkat | Perangkat | Realisasi Tingkat
Daerah) Keluaran Renja Renja Realisasi Daerah Capaian :
., Ccapaian
s.d Tahun Kegiatan Perangkat | Perangkat (%) Tahun program . .
2025 | s/dtahun | Daerah | Daerah 2024 dan | realisasi
2022 Tahun Tahun kegiatan target
2023 2023 s/d renstra
tahun (%)
2024
v 2 s e s e 7 87/ [ 9 [10=5+7+9 [ 11-10/4 |
1.05 Urusan Ketentraman dan Ketertiban
Umum serta Perlindungan Masyarakat

75.67%

dan Ketertiban Umum melalui Deteksi
Dini dan CegahDini, Pembinaan dan
Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli,

dan Ketertiban Umum yang Dicegah
Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini,
Pembinaan dan Penyuluhan,

dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) | trantibum  dalam  Kab/Kota  yang
Daerah ditindaklanjuti
Kabupaten /Kota Persentase warga negara yang 400 100 100 100 100% 100 300 75%
memperoleh  layanan  akibat  dari
penegakan perda dan perkada
01 Pencegahan Gangguan Ketenteraman | Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman 384 96 96 100 104% 96 292 76,04%




Pengamanan, dan Pengawalan

Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan
Pengawalan

02 Penindakan atas Gangguan | Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman 370 80 90 71 78.88% 100 251 67.83%
Ketenteraman dan Ketertiban Umum | dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda
Berdasarkan Perda dan Perkada melalui | dan Perkada Melalui Penertiban dan
Penertiban dan Penanganan Unjuk | Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan
Rasa dan Kerusuhan Massa Massa yang Dilakukan Penindakan
03 Koordinasi Penyelenggaraan | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan 8 0 2 2 100% 3 S 62.5%
Ketentraman dan Ketertiban Umum | Koordinasi Penyelenggaraan
serta Perlindungan Masyarakat Tingkat | Ketenteraman, Ketertiban Umum dan
Kabupaten/Kota Perlindungan Masyarakat Tingkat
Kabupaten/Kota
04 Pemberdayaan Perlindungan | Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil 48 12 12 12 100% 12 36 75%
Masyarakat dalam rangka Ketentraman | Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat
dan Ketertiban Umum dalam  rangka  Ketenteraman dan
Ketertiban Umum
05 Peningkatan Kapasitas SDM | Jumlah SDM Satuan Polisi Pamong praja 390 90 100 93 93% 100 283 72.56%
Satuan Polisi Pamongpraja dan | dan Satuan Perlindungan Masyarakat
Satuan Perlindungan Masyarakat | yang Ditingkatkan Kapasitasanya
termasuk dalam Pelaksanaan Tugas
yang Bernuansa Hak Asasi Manusia
07 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan 16 4 4 2 50% 4 10 62.5%
dalam Teknik Pencegahan dan | Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan
Penanganan Gangguan Ketentraman dan | dalam Teknik Pencegahan Kejahatan
Ketertiban Umum
09 Penyusunan SOP Ketertiban | Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum 4 1 1 0 0% 1 3 75%
Umum dan Ketenteraman Masyarakat | dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah
Dibuat dan Dimutakhirkan
10 Penyediaan Layanan dalam rangka | Jumlah Laporan Penyediaan Layanan 20 5 5 5 100% 5 15 75%
Dampak Penegakan Perda dan Perkada Dampak Penegakan Perda dan Perkada
yang Terlayani
2.02 Penegakan Peraturan Daerah | Jumlah perda/perkada yang ditertibkan 72 18 18 18 100% 18 54 75%
Kabupaten/ Kota dan  Peraturan
Bupati/Wali Kota
02 Pengawasan atas Kepatuhan | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan 260 50 60 43 71% 70 163 62.69%
terhadap Pelaksanaan Peraturan | Pengawasan yang Dilakukan Terhadap
Daerah dan Peraturan Bupati/Wali | Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan
Kota Peraturan Daerah dan Peraturan
Bupati/Wali Kota
03 Penanganan atas Pelanggaran Peraturan | Jumlah Laporan Pelaksanaan 471 96 125 165 132% 125 346 73.46%

Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota

Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan
Daerah dan Peraturan Gubernur yang




Dapat Ditangani Sesuai SOP

Jumlah berkas penyidikan 60 15 15 53 353% 15 83 138%
2.03 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri | % PPNS yang dibina 400 100 100 100 100% 100 300 75%
Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota
01 Pengembangan Kapasitas dan Karier | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan 20 2 4 4 100% 6 12 60%
PPNS Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS
dalam  Mendukung  Penyelenggaraan
Ketertiban Umum dan Ketenteraman
Masyarakat serta Penegakan Perda dan
Perkada
4 Program Pencegahan, Penanggulangan, | Persentase pelayanan penyelamatan dan 100 100 100 100 100% 100 100 100%
Penyelamatan Kebakaran dan Non | evakuasi korban kebakaran
Kebakaran Prosentase  Kelompok  Balakar  per 100 50 50 50 100% 100 100 100%
Kecamatan
4.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, | Persentase warga negara yang 100 100 100 100 100% 100 100 100%
Penyelamatan, dan Penanganan Bahan memperoleh layanan penyelamatan dan
Berbahaya dan Beracun Kebakaran | evakuasi korban kebakaran
dalam Daerah Kabupaten/Kota
02 Pemadaman dan Pengendalian | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan 1460 365 365 365 100% 365 1095 75%
Kebakaran dalam Daerah | Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan
Kabupaten/Kota Pemadaman Kebakaran dalam Daerah
Kabupaten/Kota
03 Penyelamatan dan Evakuasi Korban | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan 1440 360 360 1003 278% 360 1723 119%
Kebakaran dan Non Kebakaran Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan
Penyelamatan/Evakuasi Saat
Penanggulangan Kebakaran dan Non
Kebakaran
06 Pengadaan Sarana dan  Prasarana | Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk 123 33 25 44 176% 30 107 86.99%
Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran | Pencegahan dan Penanggulangan
dan Alat Pelindung Diri Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang
Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis
Terkait Penanggulangan Kebakaran dan
Alat Pelindung Diri
07 Pembinaan Aparatur Pemadam | Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran 34 4 10 0 0% 10 14 41%
Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan
Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan
Penanggulangan Kebakaran
09 Penyelenggaraan  Kerja Sama  dan | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan 12 3 3 3 100% 3 9 75%

Koordinasi antar Daerah Berbatasan,
antar Lembaga, dan Kemitraan dalam
Pencegahan, Penanggulangan,
Penyelamatan Kebakaran dan

Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah
Kabupaten/Kota dalam Pencegahan,
Penanggulangan Kebakaran dan
Penyelamatan Kebakaran dan Non




Penyelamatan Non Kebakaran

Kebakaran

4.02 Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran Pesentase peralatan proteksi kebakaran 100 100 100 100 100% 100 100 100%
yang terinspeksi
020 Penilaian Sarana Prasarana Proteksi | Jumlah Dokumen yang Memuat Data 110 35 20 15 75% 25 75 68%
Kebakaran Bangunan/Gedung/Lingkungan yang
Memenuhi Kelaikan Standar Sarana
Prasarana Proteksi Kebakaran
4.04 Pemberdayaan Masyarakat dalam | Persentase masyarakat dalam pencegahan 100 100 100 100 100% 100 100 100%
Pencegahan Kebakaran kebakaran yang diberdayakan
01 Pemberdayaan Masyarakat dalam | Jumlah  Warga Masyarakat  yang 2900 650 700 1000 142% 750 3400 117%
Pencegahan dan Penanggulangan | Mendapatkan Sosialisasi Edukasi
Kebakaran melalui Sosialisasi dan | Pencegahan dan Penanggulangan
Edukasi Masyarakat Kebakaran Setiap Tahunnya
02 Pembentukan dan Pembinaan Relawan | Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk 80 20 20 20 100% 20 60 75%
Pemadam Kebakaran dan Terbina Relawan Pemadam
Kebakaran  pada  Lingkup  Sistem
Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL)
Setiap Tahunnya
4.05 Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan | Persentase Operasi Pencarian dan 100 100 100 100 100% 100 100 100%
Pertolongan terhadap Kondisi | Pertolongan terhadap Kondisi
Membahayakan Manusia/Penyelamatan | Membahayakan Manusia/Penyelamatan
dan Evakuasi dan Evakuasi yang diselenggarakan
02 Standarisasi Sarana dan Prasarana | Jumlah Dokumen yang Memuat Kajian 31 8 8 6 75% 7 21 67%
Pencarian dan Pertolongan terhadap | Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana
Kondisi Membahayakan | untuk  Pencarian dan  Pertolongan
Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Terhadap Kondisi Membahayakan
Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi
yang Sesuai Standar
1 Program Penunjang Urysan Pemerintahan | Meningkatnya akuntabilitas kinerja 74.55 68.55 70.55 73 103% 72.55 73 97%
Daerah perangkat daerah
2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi | Persentase ketercapaian perencanaan dan 100% 100 100 100 100% 100 100 100%
Kinerja Perangkat Daerah evaluasi kinerja OPD
01 Penyusunan  Dokumen  Perencanaan | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat 15 6 3 3 100% 3 12 80%
Perangkat Daerah Daerah
02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Jumlah  Dokumen RKA-SKPD dan 5 2 1 1 100% 1 4 80%
RKA-SKPD Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan
Dokumen RKA-SKPD
03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD 5 2 1 1 100% 1 4 80%
Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan
Dokumen Perubahan RKA-SKPD
04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah  Dokumen DPA-SKPD dan 5 2 1 1 100% 1 4 80%

Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan




Dokumen DPA-SKPD

05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD ) 2 1 1 100% 1 4 80%
DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan
Dokumen Perubahan DPA-SKPD
06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan 20 8 4 4 100% 4 16 80%
Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi | Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan
Kinerja SKPD Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan
Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase ketercapaian pelayanan 100 100 100 100 100% 100 100 100%
umum, kepegawaian dan keuangan
perangkat daerah
01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan 191 99 46 39 84% 46 184 96%
Tunjangan ASN
03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Jumlah Dokumen Penatausahaan dan 57 21 12 12 100% 12 45 78%
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun 5 2 1 1 100% 1 4 80%
Keuangan Akhir Tahun SKPD SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir
Tahun SKPD
07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ 90 36 18 18 100% 18 72 80%
Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ | Triwulanan/Semesteran SKPD dan
Semesteran SKPD Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan
Keuangan Bulanan /Triwulanan
/Semesteran SKPD
2.05 Administrasi  Kepegawaian  Perangkat | Persentase  kedisiplinan  administrasi 100 100 100 100 100% 100 100 100%
Daerah pegawai
09 Pendidikan dan  Pelatihan Pegawai | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan 18 6 4 4 100% 4 14 77%
Berdasarkan Tugas dan Fungsi Fungsi
2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase terpenuhinya kebutuhan rutin 100 100 100 100 100% 100 100 100%
perkantoran
01 Penyediaan Komponen Instalasi | Jumlah Paket Komponen Instalasi 28 16 4 4 100% 4 24 85%
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
yang Disediakan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan 14 11 1 1 100% 1 13 92%
Kantor Kantor yang Disediakan
03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga 36 18 6 6 100% 6 30 83%
yang Disediakan
04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang 60 24 12 12 100% 12 48 80%
Disediakan
05 Penyediaan Barang Cetakan dan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan 60 24 12 12 100% 12 48 80%




Penggandaan

Penggandaan yang Disediakan

06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan 3084 780 768 768 100% 768 2316 75%
Perundang-undangan Peraturan Perundang-Undangan yang
Disediakan
09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat 732 192 180 180 100% 180 552 75%
Konsultasi SKPD Koordinasi dan Konsultasi SKPD
10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip 20 5 5 5 100% 5 15 75%
Dinamis pada SKPD
2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan | Persentase  terpenuhinya  kebutuhan 100 100 100 100 100% 100 100 100%
Pemerintahan Daerah sarana prasarana perkantoran
01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat 28 16 4 4 100% 4 24 85%
Menyurat Perangko, Materai dan Benda
Pos Lainnya
02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 60 24 12 12 100% 12 48 80%
Daya Air dan Listrik Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
yang Disediakan
03 Penyediaan Jasa Peralatan dan | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 36 18 6 6 100% 6 30 83%
Perlengkapan Kantor Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang
Disediakan Pemeliharaan Alat Kantor
04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 60 24 12 12 100% 12 48 80%
Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah | Persentase terpenuhinya pemeliharaan 100 100 100 100 100% 100 100 100%
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sarana dan prasarana perkantoran
01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas 279 108 57 57 100% 57 222 79%
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan | atau Kendaraan Dinas Jabatan yang
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas | Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya
Jabatan
02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional 279 108 57 57 100% 57 222 79%

Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan
Kendaraan Dinas Operasional atau
Lapangan

atau Lapangan yang Dipelihara dan
Dibayarkan Pajak dan Perizinannya




2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran merupakan
Perangkat Daerah (OPD) yang baru terbentuk berdasar Peraturan
Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Kendal, dan Peraturan Bupati Kendal Nomor 92 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja
pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten
Kendal merupakan unsur pelaksana sub urusan pemerintahan di
bidang ketentraman, ketertiban umum, dan kebakaran yang menjadi
kewenangan daerah. Satpol PP dan Damkar dipimpin oleh Kepala Satpol
PP dan Damkar yang berkududukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Satpol PP dan Damkar
mempunyai tugas pokok Membantu Bupati melaksanakan sub urusan
pemerintahan dibidang Ketentraman, Ketertiban umum, dan kebakaran
yang menjadi kewenangan dan tugas pembantuan yang diberikan Kepala
Daerah.
Sedangkan menurut Peraturan Bupati Kendal Nomor 92 Tahun
2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta
Tata Kerja Pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Kabupaten Kendal, diuraikan sebagai berikut :

(1) Kedudukan Satpol PP dan Damkar

a. Satpol PP dan Damkar merupakan unsur pelaksana sub urusan
pemerintahan di bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan
kebakaran yang menjadi kewenangan Daerah.

b. Satpol PP dan Damkar dipimpin oleh Kepala Satpol PP dan Damkar
yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(2) Tugas Satpol PP dan Damkar

a. Membantu Bupati melaksanakan sub urusan pemerintahan bidang
ketenteraman, ketertiban umum, dan kebakaran yang menjadi
kewenangan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada
Daerah.

(3) Fungsi Satpol PP dan Damkar

a. Perumusan kebijakan di bidang ketenteraman, ketertiban umum,
dan kebakaran;

b. Pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang

ketenteraman, ketertiban umum, dan kebakaran;
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c. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kebijakan di bidang
ketenteraman, ketertiban umum, dan kebakaran;

d. Pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang ketenteraman,
ketertiban umum, dan kebakaran;

e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang
ketenteraman, ketertiban umum, dan kebakaran;

f. Pelaksanaan administrasi Satpol PP dan Damkar di bidang
ketenteraman, ketertiban umum, dan kebakaran; dan

g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati di bidang

ketenteraman, ketertiban umum, dan kebakaran.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Satpol PP dan Damkar
berdasarkan SPM (Standar Pelayanan Minimal) dan tolok ukur
kinerjanya tetap berpedoman Standar Operasional Prosedur (SOP) serta
kebijakan yang berlaku demi terwujudnya pelayanan yang prima guna
menunjang keberhasilan program/kegiatan yang ada, mewujudkan
pelayanan publik di bidang ketentraman, ketertiban umum dan
kebakaran disamping memenuhi ketertiban dalam  mengelola
ketatausahaan.

Evaluasi yang dilakukan terhadap kinerja program dan kegiatan
yang ada pada Satpol PP dan Damkar Tahun 2023 secara umum
memperlihatkan hasil kinerja optimal dalam rangka mencapai target yang
ditetapkan. Ini dapat dilihat dari terlaksananya semua kegiatan,
terpenuhinya outcome kegiatan, dapat menunjang capaian program
pembangunan daerah serta selaras dengan dinamika situasi dan kondisi
yang berkembang di bidang ketentraman, ketertiban umum dan
kebakaran.

Rencana program dan kegiatan pada Satpol PP dan Damkar
difokuskan pada perwujudan ketentraman, ketertiban umum serta
penanganan bencana kebakaran. Dalam menyelenggarakan fungsi dan
tugas pokok untuk mewujudkan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
serta Penegakan Peraturan Daerah di Kabupaten Kendal, Satuan Polisi
Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran diharapkan semakin berperan
aktif dan profesional dalam melaksanakan tugas dengan selalu tampil
terdepan sebagai motivator. Disamping itu, fungsi perlindungan
masyarakat saat ini juga menjadi bagian dari tugas Satpol PP dan
Damkar dalam  penyelenggaraannya. Pemberdayaan  Satlinmas

merupakan ujung tombak pelaksanaan perlindungan masyarakat,
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pengamanan, serta terciptanya ketentraman dan ketertiban dan

penanganan bencana di Kabupaten Kendal.

Tolok ukur kinerja Satpol PP dan Damkar sebagai penegak Perda
dan penyelenggara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta
perlindungan masyarakat, Satpol PP dan Damkar menitikberatkan pada
penegakan produk-produk hukum dan peningkatan peran serta
masyarakat dalam mematuhi peraturan dan upaya peningkatan
kenyamanan dan keamanan lingkungan serta upaya-upaya dalam
pencegahan  bahaya  kebakaran dan  peningkatan pelayanan
penanggulangan bahaya kebakaran. Hal itu berusaha diwujudkan
dengan upaya meningkatkan kemampuan sistem atau sarana dan
prasarana, kelembagaan, personil, dan keuangan untuk melaksanakan
fungsi-fungsi pemerintahan dalam rangka mencapai tujuan pelayanan
dasar atau tugas pokok fungsi (tupoksi) secara efektif dan efisiensi
dengan menggunakan prinsip-prinsip tata kelola Pemerintah yang baik

(good governance).

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Satpol PP dan Damkar Kab. Kendal
Target Renstra Realisasi Capaian Proyeksi Cata.ta.n
Analisis
No Indikator SPM/Stand IKK
ar Nasional
Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun
2023 2024 2025 2026 2023 2024 2025 2026
1 2 8 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
A Persentase 100 100 100 100 100 100 100 100
gangguan
Trantibum
yang dapat
diselesaikan
B. Jumlah Pelayanan Presentase 100 100 100 100 100 100 100 100
warga Ketentrama Perda dan
negara n dan Perkada
yang Ketertiban yang
memperol Umum ditegakkan
eh
layanan
akibat
dari
penegaka
n Perda
dan
Perkada
C. Persentase 100 100 100 100 97.10 100 100 100
penangana
n kebakaran
sesuai
standar
tingkat
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Target Renstra Realisasi Capaian Proyeksi Cata.ta.n
Analisis
No Indikator SPM/Stand IKK
ar Nasional
Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun
2023 2024 2025 2026 2023 2024 2025 2026
1 2 & 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

waktu

respon

(respon

time)

D Jumlah Pelayanan Persentas 100 100 100 100 100 100 100 100 100

warga penyelamat pelayanan
negara an dan penyelamat
yang evakuasi an dan
memperol korban evakuasi
eh kebakaran korban
layanan kebakaran
penyelam
atan dan
evakuasi
korban
kebakara
n

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
Berdasarkan tugas dan fungsi Satpol PP dan Damkar,
permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pelayanan SKPD dapat
berasal dari beberapa unsur, sebagai berikut :
1. Kualitas Sumber Daya Manusia yang terbatas;
2. Masih kurang optimalnya koordinasi dengan PD lain dalam mengatasi
permasalahan yang ada;
3. Perlunya peningkatan kinerja PPNS yang mendukung penegakan
Peraturan daerah melalui tindakan pro-yustisia;
4. Masih adanya kasus/kejadian kebakaran;
5. Sarana dan prasarana yang kurang memadai.
Berdasarkan hasil telaahan terhadap tugas dan fungsi pada Satpol
PP dan Damkar, permasalahan, akar masalah serta kebijakan -
kebijakan yang ada dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan
didapatkan formulasi yang mengangkat isu-isu penting berupa
rekomendasi dan catatan strategis untuk ditindaklanjuti dalam
perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.
Menjadi isu penting yang harus dihadapi Satpol PP dan Damkar dalam
pelaksanaan pelayanan Perangkat Daerah, yaitu sebagai berikut :
a. Pengadaan SDM serta peningkatan kualitas & kompetensi SDM,;

b. Optimalisasi koordinasi maupun kerja sama dengan OPD lain;
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c. Peningkatan kualitas dan kompetensi PPNS memalui Pendidikan dan
Pelatihan;

d. Memaksimalkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang
bahaya kebakaran;

e. Pengadaan sarana dan prasarana pelayanan publik yang
representatif;

f. Penerapan dan pemanfaatan teknologi informasi pelayanan publik;

Penerapan standar operasional prosedur dan standar pelayanan;

7

h. Fasilitasi dan inovasi pelayanan di bidang trantibum dan kebakaran.

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
Visi Pembangunan Kabupaten Kendal Tahun 2025 dengan tema

pembangunan “KENDAL HANDAL, UNGGUL, MAKMUR, DAN

BERKEADILAN”. Adapun penjelasan dari Visi tersebut adalah :

1. Handal
Handal merupakan suatu kondisi terwujudnya Kabupaten Kendal
sebagai Pusat Industri dan Pariwisata Jawa Tengah yang mandiri,
berprestasi, berdaya saing serta berwawasan lingkungan.

2. Unggul
Unggul adalah suatu kondisi terwujudnya Sumber Daya Manusia
(SDM) yang berkualitas, religius, berbudaya, sehat jasmani dan
rohani, sehingga dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan
serta siap menghadapi revolusi industri 4.0.

3. Makmur
Makmur merupakan suatu kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar
masyarakat, dengan menumbuhkan, memfasilitasi dan melindungi
pelaku-pelaku ekonomi, industri kreatif (start up), UMKM, Industri
Rumah Tangga berbasis potensi lokal.

4. Berkeadilan
Berkeadilan adalah suatu kondisi terwujudnya pembangunan yang
merata (berbasis wilayah), berimbang dan proposional bagi seluruh
warga masyarakat Kendal ditopang tata kelola pemerintahan yang

bersih, transparan, melayani dan partisipatoris.

Namun dalam rangka memperkirakan ketersediaan anggaran dan
tingkat capaian indikator kinerja tidak memungkinkan setiap program
dan kegiatan di anggarkan setiap tahun. Sehingga penetapan program
dan kegiatan prioritas pertahun harus dilakukan. Prioritas tahun 2025

adalah  Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan,
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pemberantasan penyakit masyarakat dan pencegahan tindak
pelanggaran, Peningkatan kesiapsiagaan dan pencegahan bahaya
kebakaran pencapaian Indikator RPJMD, Pencapaian SPM, peningkatan
sarana dan prasarana, peningkatan kualitas SDM dan kegiatan-kegiatan
yang mendukung tugas pokok Satpol PP dan Damkar Kabupaten Kendal

sebagaimana tersaji dalam tabel di bawah.
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Tabel 2.3

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2025 Kabupaten Kendal

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Kel/Desa

SKPD

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan g:::::;
No,
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja ‘;l; ‘:f;; Pagu indikatif Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja (;1:1 ‘:‘i‘;‘ Kel;;;t::an
1 2 4 3 5 6 7 8 9 10 11 12
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN SATUAN POLISI
PEMADAM KEBAKARAN PAMONG PRAJA DAN
PEMADAM KEBAKARAN
1 URUSAN PEMERINTAHAN 16.614.006.038 | URUSAN 18.424.190.481
WAJIB YANG BERKAITAN PEMERINTAHAN
DENGAN PELAYANAN WAJIB YANG
DASAR BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN
DASAR
1.05 URUSAN PEMERINTAHAN 16.614.006.038 URUSAN 18.424.190.481
BIDANG KETENTERAMAN PEMERINTAHAN
DAN KETERTIBAN UMUM BIDANG
SERTA PERLINDUNGAN KETENTERAMAN
MASYARAKAT DAN KETERTIBAN
UMUM
SERTA PERLINDUNGAN
MASYARAKAT
1.05.01 PROGRAM PENUNJANG 13.614.006.038 PROGRAM PENUNJANG 14.333.177.926
URUSAN PEMERINTAHAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH DAERAH
KABUPATEN/KOTA KABUPATEN/KOTA
1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan 47.500.000 Perencanaan, 45.000.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penganggaran, dan Evaluasi
Kinerja Perangkat Daerah
1.05.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Kabupaten Jumlah Dokumen Perencanaan 3 Dok 15.000.000 Penyusunan Dokumen Kabupaten | Jumlah Dokumen Perencanaan 3 Dok 15.000.000
Perangkat Daerah Kendal, Perangkat Daerah Perencanaan Perangkat Kendal, Perangkat Daerah
semua Kec, Daerah semua
Kel/Desa Kec,
Kel/Desa
1.05.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Kabupaten Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan 1 Dok 5.000.000 | Koordinasi dan Penyusunan | Kabupaten | Jumlah Dokumen RKA-SKPD 1 Dok 5.000.000
RKA-SKPD Kendal, Laporan Hasil Koordinasi Dokumen Kendal, dan Laporan Hasil Koordinasi
semua Kec, Penyusunan Dokumen RKA-SKPD RKA-SKPD semua Penyusunan Dokumen RKA-
Kel/Desa Kec, SKPD
Kel/Desa
1.05.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Kabupaten Jumlah Dokumen Perubahan 1 Dok 5.000.000 | Koordinasi dan Penyusunan | Kabupaten | Jumlah Dokumen Perubahan 1 Dok 5.000.000
Perubahan RKA-SKPD Kendal, RKA-SKPD dan Laporan Hasil Dokumen Kendal, RKA-SKPD dan Laporan Hasil
semua Kec, Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD semua Koordinasi Penyusunan
Kel/Desa Perubahan RKA-SKPD Kec, Dokumen Perubahan RKA-
Kel/Desa SKPD
1.05.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Kabupaten Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan 1 Dok 5.000.000 | Koordinasi dan Penyusunan | Kabupaten | Jumlah Dokumen DPA-SKPD 1 Dok 5.000.000
Kendal, Laporan Hasil Koordinasi DPA-SKPD Kendal, dan Laporan Hasil Koordinasi
semua Kec, Penyusunan Dokumen DPA-SKPD semua Penyusunan Dokumen DPA-
Kel/Desa Kec, SKPD
Kel/Desa
1.05.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan Kabupaten Jumlah Dokumen Perubahan 1 Dok 5.000.000 | Koordinasi dan Penyusunan | Kabupaten | Jumlah Dokumen Perubahan 1 Dok 5.000.000
DPA-SKPD Kendal, DPA-SKPD dan Laporan Hasil Perubahan Kendal, DPA-SKPD dan Laporan Hasil
semua Kec, Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD semua Koordinasi Penyusunan
Kel/Desa Perubahan DPA-SKPD Kec, Dokumen Perubahan DPA-




Rancangan Awal RKPD

Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan

Penting
No, : . : - Target e . . . . Target Kebutuhan
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Capaian Pagu indikatif Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Capaian Dana
1 2 4 3 5 6 7 8 9 10 11 12
1.05.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kabupaten Jumlah Laporan Capaian Kinerja 4 Lap 12.500.000 | Koordinasi dan Penyusunan | Kabupaten | Jumlah Laporan Capaian 4 Lap 10.000.000
Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kendal, dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Laporan Kendal, Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD semua Kec, SKPD dan Laporan Hasil Capaian Kinerja dan semua Kinerja SKPD dan Laporan Hasil
Kel/Desa Koordinasi Penyusunan Laporan Ikhtisar Realisasi Kinerja Kec, Koordinasi Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan Ikhtisar SKPD Kel/Desa Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD Realisasi Kinerja SKPD
1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 12.451.506.038 | Administrasi Keuangan 12.542.405.481
Perangkat Daerah
1.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Kabupaten Jumlah Orang yang Menerima Gaji 46 12.426.506.038 | Penyediaan Gaji dan Kabupaten | Jumlah Orang yang Menerima 178 12.452.405.481
Kendal, dan Tunjangan ASN Orang/bulan Tunjangan ASN Kendal, Gaji dan Orang/bulan
semua Kec, semua Tunjangan ASN
Kel/Desa Kec,
Kel/Desa
1.05.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Kabupaten Jumlah Dokumen Penatausahaan 0 | Pelaksanaan Kabupaten | Jumlah Dokumen 0
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Kendal, dan Pengujian/ Verifikasi Penatausahaan dan Kendal, Penatausahaan dan
semua Kec, Keuangan SKPD Pengujian/ Verifikasi semua Pengujian/ Verifikasi Keuangan
Kel/Desa Keuangan SKPD Kec, SKPD
Kel/Desa
1.05.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kabupaten Jumlah Laporan Keuangan Akhir 1 Lap 12.500.000 | Koordinasi dan Penyusunan | Kabupaten | Jumlah Laporan Keuangan 1 Lap 10.000.000
Keuangan Akhir Tahun SKPD Kendal, Tahun SKPD dan Laporan Hasil Laporan Kendal, Akhir Tahun SKPD dan Laporan
semua Kec, Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun semua Hasil Koordinasi Penyusunan
Kel/Desa Keuangan Akhir Tahun SKPD SKPD Kec, Laporan Keuangan Akhir Tahun
Kel/Desa SKPD
1.05.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kabupaten Jumlah Laporan Keuangan 18 Lap 12.500.000 Koordinasi dan Penyusunan Kabupaten | Jumlah Laporan Keuangan 18 Lap 80.000.000
Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Kendal, Bulanan/ Laporan Keuangan Kendal, Bulanan/
Semesteran SKPD semua Kec, Triwulanan/Semesteran SKPD Bulanan/ Triwulanan/ semua Triwulanan/Semesteran SKPD
Kel/Desa dan Laporan Koordinasi Semesteran SKPD Kec, dan Laporan Koordinasi
Penyusunan Laporan Keuangan Kel/Desa Penyusunan Laporan Keuangan
Bulanan /Triwulanan Bulanan /Triwulanan
/Semesteran SKPD /Semesteran SKPD
1.05.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat 54.000.000 | Administrasi Kepegawaian 18.000.000
Daerah Perangkat Daerah
1.05.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kabupaten Jumlah Paket Pakaian Dinas Pengadaan Pakaian Dinas Kabupaten | Jumlah Paket Pakaian Dinas
Atribut Kendal, Beserta Atribut Kelengkapan Beserta Atribut Kendal, Beserta Atribut
Kelengkapannya semua Kec, Pakaian Dinas dan Kelengkapannya semua Kelengkapan Pakaian Dinas
Kel/Desa Perlengkapannya Kec, dan
Kel/Desa Perlengkapannya
1.05.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kabupaten Jumlah Pegawai Berdasarkan 4 orang 54.000.000 | Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten | Jumlah Pegawai Berdasarkan 4 orang 18.000.000
Berdasarkan Tugas dan Fungsi Kendal, Tugas dan Fungsi Pegawai Berdasarkan Tugas Kendal, Tugas dan Fungsi
semua Kec, dan Fungsi semua
Kel/Desa Kec,
Kel/Desa
1.05.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang - Kabupaten Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Kabupaten | Jumlah Orang yang Mengikuti
undangan Kendal, Sosialisasi Peraturan Perundang - Kendal, Sosialisasi
semua Kec, Perundang-Undangan undangan semua Peraturan Perundang-
Kel/Desa Kec, Undangan
Kel/Desa
1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 431.000.000 | Administrasi Umum 858.671.445
Perangkat Daerah
1.05.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Kabupaten Jumlah Paket Komponen Instalasi 4 Paket 20.000.000 Penyediaan Komponen Kabupaten | Jumlah Paket Komponen 4 Paket 30.000.000
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kendal, Listrik/Penerangan Bangunan Instalasi Kendal, Instalasi
semua Kec, | gantor yang Disediakan Listrik /Penerangan semua Listrik/Penerangan ~ Bangunan
Kel/Desa Komponen Instalasi Bangunan Kantor Kec, Kantor yang Disediakan




Rancangan Awal RKPD

Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan

Penting
No, : . : - Target e . . . . Target Kebutuhan
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Capaian Pagu indikatif Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Capaian Dana
1 2 4 3 5 6 7 8 9 10 11 12
Listrik/Penerangan Bangunan Kel/Desa Komponen Instalasi
Kantor Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
1.05.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kabupaten Jumlah Paket Peralatan dan 1 Paket 35.000.000 | Penyediaan Peralatan dan Kabupaten | Jumlah Paket Peralatan dan 1 Paket 7.000.000
Kantor Kendal, Perlengkapan Kantor yang Perlengkapan Kantor Kendal, Perlengkapan Kantor yang
semua Kec, Disediakan semua Disediakan
Kel/Desa Kec,
Kel/Desa
1.05.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kabupaten Jumlah Paket Peralatan Rumah 6 Paket 15.000.000 | Penyediaan Peralatan Kabupaten | Jumlah Paket Peralatan Rumah 6 Paket 15.000.000
Kendal, Tangga yang Disediakan Rumah Tangga Kendal, Tangga yang Disediakan
semua Kec, semua
Kel/Desa Kec,
Kel/Desa
1.05.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Kabupaten Jumlah Paket Bahan Logistik 12 Paket 40.000.000 Penyediaan Bahan Logistik Kabupaten | Jumlah Paket Bahan Logistik 12 Paket 81.000.000
Kendal, Kantor yang Disediakan Kantor Kendal, Kantor yang
semua Kec, semua Disediakan
Kel/Desa Kec,
Kel/Desa
1.05.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Kabupaten Jumlah Paket Barang Cetakan 12 Paket 70.000.000 | Penyediaan Barang Cetakan | Kabupaten | Jumlah Paket Barang Cetakan 12 Paket 81.000.000
Penggandaan Kendal, dan Penggandaan yang dan Penggandaan Kendal, dan Penggandaan yang
semua Kec, Disediakan semua Disediakan
Kel/Desa Kec,
Kel/Desa
1.05.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Kabupaten Jumlah Dokumen Bahan Bacaan 768 Dok 1.000.000 | Penyediaan Bahan Bacaan Kabupaten | Jumlah Dokumen Bahan 768 Dok 0
Perundang-undangan Kendal, dan Peraturan Perundang- dan Peraturan Perundang- Kendal, Bacaan dan Peraturan
semua Kec, Undangan yang Disediakan undangan semua Perundang-Undangan yang
Kel/Desa Kec, Disediakan
Kel/Desa
1.05.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Kabupaten Jumlah Laporan Penyelenggaraan 180 Lap 170.000.000 | Penyelenggaraan Rapat Kabupaten | Jumlah Laporan 180 Lap 562.671.445
Konsultasi SKPD Kendal, Rapat Koordinasi dan Konsultasi Koordinasi dan Konsultasi Kendal, Penyelenggaraan Rapat
semua Kec, SKPD SKPD semua Koordinasi dan Konsultasi
Kel/Desa Kec, SKPD
Kel/Desa
1.05.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Kabupaten Jumlah Dokumen Penatausahaan 5 Dok 80.000.000 Penatausahaan Arsip Kabupaten | Jumlah Dokumen 5 Dok 80.000.000
Kendal, Arsip Dinamis pada SKPD Dinamis pada SKPD Kendal, Penatausahaan Arsip Dinamis
semua Kec, semua pada SKPD
Kel/Desa Kec,
Kel/Desa
1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Pengadaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan Daerah Penunjang
Pemerintah Daerah Urusan
Pemerintah Daerah
1.05.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Kabupaten Jumlah Unit Kendaraan 3 Unit 0 | Pengadaan Kendaraan Kabupaten | Jumlah Unit Kendaraan 3 Unit 0
Operasional atau Lapangan Kendal, Dinas Operasional atau Dinas Operasional atau Kendal, Dinas Operasional atau
semua Kec, Lapangan yang Disediakan Lapangan semua Lapangan yang Disediakan
Kel/Desa Kec,
Kel/Desa
1.05.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Kabupaten Jumlah Unit Gedung Kantor 1 Unit 0 | Pengadaan Gedung Kabupaten | Jumlah Unit Gedung Kantor 1 Unit 0
Bangunan Lainnya Kendal, atau Bangunan Lainnya yang Kantor atau Bangunan Kendal, atau Bangunan Lainnya yang
semua Kec, Disediakan Lainnya semua Disediakan
Kel/Desa Kec,
Kel/Desa
1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 380.000.000 | Penyediaan Jasa Penunjang 495.000.000

Pemerintahan Daerah

Urusan Pemerintahan
Daerah




Rancangan Awal RKPD

Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan

Penting
No, : . : - Target e . . . . Target Kebutuhan
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Capaian Pagu indikatif Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Capaian Dana
1 2 4 3 5 6 7 8 9 10 11 12
1.05.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kabupaten Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 4 lap 5.000.000 | Penyediaan Jasa Surat Kabupaten | Jumlah Laporan Penyediaan 4 lap 5.000.000
Kendal, Surat Menyurat Perangko, Materai Menyurat Kendal, Jasa Surat Menyurat Perangko,
semua Kec, dan Benda Pos Lainnya semua Materai dan Benda Pos Lainnya
Kel/Desa Kec,
Kel/Desa
1.05.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Kabupaten Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 12 Lap 225.000.000 | Penyediaan Jasa Kabupaten | Jumlah Laporan Penyediaan 12 Lap 260.000.000
Daya Air dan Listrik Kendal, Komunikasi, Sumber Daya Air dan Komunikasi, Sumber Daya Kendal, Jasa Komunikasi, Sumber Daya
semua Kec, Listrik yang Disediakan Air dan Listrik semua Air dan Listrik yang Disediakan
Kel/Desa Kec,
Kel/Desa
1.05.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Kabupaten Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 6 Lap 50.000.000 | Penyediaan Jasa Peralatan Kabupaten | Jumlah Laporan Penyediaan 6 Lap 70.000.000
Perlengkapan Kantor Kendal, Peralatan dan Perlengkapan dan Perlengkapan Kantor Kendal, Jasa Peralatan dan
semua Kec, Kantor yang Disediakan semua Perlengkapan Kantor yang
Kel/Desa Pemeliharaan Alat Kantor Kec, Disediakan Pemeliharaan Alat
Kel/Desa Kantor
1.05.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kabupaten Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 12 Lap 100.000.000 Penyediaan Jasa Pelayanan Kabupaten | Jumlah Laporan Penyediaan 12 Lap 160.000.000
Kantor Kendal, Pelayanan Umum Kantor yang Umum Kantor Kendal, Jasa Pelayanan Umum Kantor
semua Kec, Disediakan semua yang Disediakan
Kel/Desa Kec,
Kel/Desa
1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah 250.000.000 | Pemeliharaan Barang Milik 376.101.000
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
1.05.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Kabupaten Jumlah Kendaraan Perorangan 57 Unit 200.000.000 | Penyediaan Jasa | Kabupaten | Jumlah Kendaraan Perorangan 57 Unit 300.901.000
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Kendal, Dinas atau Kendaraan Dinas Pemeliharaan, Biaya Kendal, Dinas atau Kendaraan Dinas
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas semua Kec, Jabatan yang Dipelihara dan Pemeliharaan dan Pajak semua Jabatan yang Dipelihara dan
Jabatan Kel/Desa Dibayarkan Pajaknya Kendaraan Perorangan Kec, Dibayarkan Pajaknya
Dinas atau Kendaraan Kel/Desa
Dinas Jabatan
1.05.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Kabupaten Jumlah Kendaraan Dinas 57 Unit 50.000.000 | Penyediaan Jasa Kabupaten | Jumlah Kendaraan Dinas 57 Unit 50.000.000
Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendal, Operasional atau Lapangan yang Pemeliharaan, Biaya Kendal, Operasional atau Lapangan
Kendaraan Dinas Operasional atau semua Kec, Dipelihara dan Dibayarkan Pajak Pemeliharaan, Pajak, dan semua yang Dipelihara dan Dibayarkan
Lapangan Kel/Desa dan Perizinannya Perizinan Kendaraan Dinas Kec, Pajak dan Perizinannya
Operasional atau Lapangan Kel/Desa
1.05.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kabupaten Jumlah Gedung Kantor dan 1 Unit - | Pemeliharaan/Rehabilitasi | Kabupaten | Jumlah Gedung Kantor dan 2 Unit 25.200.000
Kantor Kendal, Bangunan Lainnya Gedung Kantor Kendal, Bangunan Lainnya
dan Bangunan Lainnya semua Kec, yang Dipelihara/Direhabilitasi dan Bangunan Lainnya semua yang Dipelihara/Direhabilitasi
Kel/Desa Kec,
Kel/Desa
1.05.02 Program Peningkatan Ketentraman dan Persentase Gangguan Trantibum Program Peningkatan Persentase Gangguan
Ketertiban Umum yang dapat diselesaikan Ketentraman dan Trantibum yang dapat
Ketertiban Umum diselesaikan
Cakupan petugas Linmas di Cakupan petugas Linmas di
kabupaten per RT kabupaten per RT
Persentase pelanggaran 1.735.000.000 Persentase pelanggaran 2.198.300.000
Perda/perkada yang diselesaikan Perda/ perkada yang
diselesaikan
1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman Jumlah pelanggaran dan 1.655.000.000 | Penanganan Gangguan Jumlah pelanggaran dan 1.633.300.000
dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) pengaduan trantibum dalam Ketenteraman dan pengaduan trantibum dalam
Daerah Kab/ Kota yang ditindaklanjuti Ketertiban Umum dalam Kab/ Kota yang ditindaklanjuti

Kabupaten/Kota

1 (satu) Daerah
Kabupaten/Kota




Rancangan Awal RKPD

Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan

Penting
No, : . : - Target e . . . . Target Kebutuhan
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Capaian Pagu indikatif Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Capaian Dana
1 2 4 3 5 6 7 8 9 10 11 12
Persentase warga negara yang Persentase warga negara yang
memperoleh layanan akibat dari memperoleh layanan akibat dari
penegakan perda dan perkada penegakan perda dan perkada
1.05.02.2.01.0003 Koordinasi Penyelenggaraan Kabupaten Jumlah Dokumen Hasil 3 Dok 15.000.000 | Koordinasi Kabupaten | Jumlah Dokumen Hasil 3 Dok 30.000.000
Ketentraman dan Ketertiban Umum Kendal, Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Kendal, Pelaksanaan Koordinasi
serta Perlindungan Masyarakat Tingkat semua Kec, Penyelenggaraan  Ketenteraman, Ketentfaman dan semua Penyelenggaraan Ketenteraman,
Kabupaten/Kota Kel/Desa Ketertiban Umum dan Ketertiban Umum serta Kec, Ketertiban Umum dan
i . Perlindungan Masyarakat Kel/Desa i
Perlindungan Masyarakat Tingkat Tingkat Kabupaten,Kota Perlindungan Masyarakat
Kabupaten/Kota Tingkat
Kabupaten/Kota
1.05.02.2.01.0004 Pemberdayaan Perlindungan Kabupaten Jumlah Dokumen yang Memuat 12 Dok 1.325.000.000 Pemberdayaan Kabupaten | Jumlah Dokumen yang Memuat 12 Dok 1.338.300.000
Masyarakat dalam rangka Ketentraman Kendal, Hasil Pemberdayaan Perlindungan Perlindungan Masyarakat Kendal, Hasil Pemberdayaan
dan Ketertiban Umum semua Kec, Masyarakat dalam rangka dalam rangka Ketentraman semua Perlindungan Masyarakat dalam
Kel/Desa Ketenteraman dan Ketertiban dan Ketertiban Umum Kec, rangka Ketenteraman dan
Umum Kel/Desa Ketertiban Umum
1.05.02.2.01.0005 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Kabupaten Jumlah SDM Satuan Polisi 100 orang 60.000.000 Peningkatan Kapasitas Kabupaten | Jumlah SDM Satuan Polisi 100 orang 10.000.000
Polisi Pamong Praja dan Satuan Kendal, Pamong praja dan Satuan SDM Satuan Polisi Kendal, Pamong praja dan Satuan
Perlindungan ~Masyarakat termasuk | semua Kec, Pgr}indungan Masygrakat yang Pamongpraja dan | semua Pe‘r‘lindungan Masygrakat yang
dalam Pelaksanaan Tugas yang Kel/Desa Ditingkatkan Kapasitasanya Satuan Perlindungan Eelc,D Ditingkatkan Kapasitasanya
Bernuansa Hak Asasi Manusia Masyarakat termasuk el/Desa
dalam Pelaksanaan Tugas
yang Bernuansa Hak Asasi
Manusia
1.05.02.2.01.0006 Kerja Sama antar Lembaga dan Kabupaten Jumlah Dokumen Hasil 4 Dok 50.000.000 | Kerja Sama antar Lembaga Kabupaten | Jumlah Dokumen Hasil 4 Dok 15.000.000
Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Kendal, Pelaksanaan Kerja Sama antar dan Kemitraan dalam Kendal, Pelaksanaan Kerja Sama antar
Penan_ganan Gangguan Ketentraman dan semua Kec, Lembaga dan Kemitraan Teknik Pencegahan dan semua Lembaga dan Kemitraan
Ketertiban Umum Kel/Desa dalam Teknik Pencegahan Penanganan Gangguan Kec, dalam Teknik Pencegahan
Kejahatan Keten'{ra.ma.n dan Kel/Desa Kejahatan
Ketertiban Umum
1.05.02.2.01.0008 Penyusunan ~ SOP  Ketertiban Kabupaten Jumlah Dokumen SOP Ketertiban 1 Dok 15.000.000 | Penyusunan  SOP Kabupaten | Jumlah Dokumen SOP 1 Dok 15.000.000
Umum dan Ketenteraman Masyarakat Kendal, Umum dan Ketenteraman Ketertiban Umum Kendal, Ketertiban Umum dan
semua Kec, Masyarakat yang Telah Dibuat dan Ketenteraman semua Ketenteraman Masyarakat yang
Kel/Desa dan Dimutakhirkan Masyarakat Kec, Telah Dibuat dan
Kel/Desa Dimutakhirkan
1.05.02.2.01.00015 Pencegahan Gangguan Ketenteraman Kabupaten Jumlah Kasus Gangguan 96 Kasus 110.000.000 Pencegahan Gangguan Kabupaten | Jumlah Kasus Gangguan 96 Lap 110.000.000
dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Kendal, Ketenteraman dan Ketertiban Ketenteraman dan Kendal, Ketenteraman dan Ketertiban
Dini dan CegahDini, Pembinaan dan semua Kec, Umum yang Dicegah Melalui Ketertiban Umum melalui semua Umum yang Dicegah Melalui
Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Kel/Desa Deteksi Dini dan Cegah Dini, Deteksi Dini dan Kec, Deteksi Dini dan Cegah Dini,
Pengamanan, dan Pengawalan Pembinaan dan Penyuluhan, CegahDini, Pembinaan Kel/Desa Pembinaan dan Penyuluhan,
Pelaksanaan Patroli, dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli,
Pengamanan, dan Pengawalan Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan
Pengamanan, dan
Pengawalan
1.05.02.2.01.00016 | Penindakan atas Gangguan Kabupaten Jumlah Kasus Gangguan 100 Kasus 70.000.000 | Penindakan atas Kabupaten | Jumlah Kasus Gangguan 100 Lap 70.000.000
Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kendal, Ketenteraman dan Ketertiban Gangguan Ketenteraman Kendal, Ketenteraman dan Ketertiban
Berdasarkan Perda dan Perkada melalui semua Kec, Umum berdasarkan Perda dan dan Ketertiban Umum semua Umum berdasarkan Perda dan
Penertiban dan Penanganan Unjuk Kel/Desa Perkada Melalui Penertiban dan Berdasarkan Perda dan Kec, Perkada Melalui Penertiban dan
Rasa dan Kerusuhan Massa Penanganan Unjuk Rasa dan Perkada melalui Penertiban Kel/Desa Penanganan Unjuk Rasa dan
Kerusuhan Massa yang Dilakukan dan Penanganan Unjuk Kerusuhan Massa yang
Penindakan Rasa dan Kerusuhan Massa Dilakukan Penindakan
1.05.02.2.01.00017 | Penyediaan Layanan dalam rangka | Kabupaten Jumlah Laporan Penyediaan S Lap 10.000.000 | Penyediaan Layanan Kabupaten | Jumlah Laporan Penyediaan 5 Lap 20.000.000
Dampak Penegakan Perda dan Perkada Kendal, Layanan Dampak Penegakan dalam rangka Dampak Kendal, Layanan Dampak Penegakan
semua Kec, Perda dan Perkada yang Terlayani Penegakan Perda dan semua Perda dan Perkada yang
Kel/Desa Perkada Kec, Terlayani

Kel/Desa




Rancangan Awal RKPD

Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan

Penting
No, : . : - Target e . . . . Target Kebutuhan
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Capaian Pagu indikatif Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Capaian Dana
1 2 4 3 5 6 7 8 9 10 11 12
1.05.02.2.01.00018 | Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Kabupaten Jumlah Sarana dan 8 Unit - | Pengadaan dan Kabupaten | Jumlah Sarana dan 8 Unit 25.000.000
dan Prasarana Ketentraman dan Kendal, Prasarana Ketenteraman dan Pemeliharaan Sarana dan Kendal, Prasarana Ketenteraman dan
Ketertiban Umum semua Kec, Ketertiban Umum yang Prasarana Ketentraman semua Ketertiban Umum yang
Kel/Desa Tersedia dan Ketertiban Umum Kec, Tersedia
Kel/Desa
1.05.02.2.02 Penegakan Peraturan Daerah 50.000.000 | Penegakan Peraturan 515.000.000
Kabupaten/ Kota dan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota
Bupati/Wali Kota dan Peraturan Bupati/Wali
Kota
1.05.02.2.02.0011 Penanganan atas Pelanggaran Kabupaten Jumlah Laporan Pelaksanaan 125 Lap - | Penanganan atas Kabupaten | Jumlah Laporan Pelaksanaan 125 Lap 500.000.000
Peraturan Daerah dan Peraturan Kendal, Penanganan Atas Pelanggaran Pelanggaran Peraturan Kendal, Penanganan Atas Pelanggaran
Bupati/Wali Kota semua Kec, Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah dan Peraturan semua Peraturan Daerah dan
Kel/Desa Gubernur yang Dapat Ditangani Bupati/Wali Kota Kec, Peraturan Gubernur yang Dapat
Sesuai SOP Kel/Desa Ditangani Sesuai SOP
Jumlah Berkas Penyidikan 15 Berkas Jumlah Berkas Penyidikan
1.05.02.2.02.0012 Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Kabupaten Jumlah Laporan Hasil 70 Lap 50.000.000 | Pengawasan atas Kabupaten | Jumlah Laporan Hasil 70 Lap 15.000.000
Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Kendal, Pelaksanaan Pengawasan Kepatuhan terhadap Kendal, Pelaksanaan Pengawasan
Peraturan Bupati/Wali Kota semua Kec, yang Dilakukan Terhadap Pelaksanaan Peraturan semua yang Dilakukan Terhadap
Kel/Desa Kepatuhan Terhadap Daerah dan Peraturan Kec, Kepatuhan Terhadap
Pelaksanaan Peraturan Bupati/Wali Kota Kel/Desa Pelaksanaan Peraturan
Daerah dan Peraturan Daerah dan Peraturan
Kepala Daerah Kepala Daerah
1.05.02.2.03 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri 30.000.000 Pembinaan Penyidik 50.000.000
Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota Pegawai Negeri Sipil
(PPNS) Kabupaten/Kota
1.05.02.2.03.0001 Pengembangan Kapasitas dan Karier Kabupaten Jumlah Laporan Hasil 6 Lap 30.000.000 | Pengembangan Kapasitas Kabupaten | Jumlah Laporan Hasil 8 Lap 50.000.000
PPNS Kendal, Pelaksanaan Peningkatan dan Karier PPNS Kendal, Pelaksanaan Peningkatan
semua Kec, Kapasitas Pejabat PPNS dalam semua Kapasitas Pejabat PPNS dalam
Kel/Desa Mendukung Penyelenggaraan Kec, Mendukung Penyelenggaraan
Ketertiban Umum dan Kel/Desa Ketertiban Umum dan
Ketenteraman Masyarakat serta Ketenteraman Masyarakat serta
Penegakan Perda dan Perkada Penegakan Perda dan Perkada
1.05.04 Program Pencegahan, Penanggulangan, 1.465.000.000 | Program Pencegahan, 1.892.712.555
Penyelamatan Kebakaran dan Non Penanggulangan,
Kebakaran Penyelamatan Kebakaran
dan Non Kebakaran
1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, 1.300.000.000 | Pencegahan, Pengendalian, 1.423.080.000
Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Pemadaman, Penyelamatan,
Berbahaya dan Beracun Kebakaran dan Penanganan Bahan
dalam Daerah Kabupaten/Kota Berbahaya dan Beracun
Kebakaran dalam Daerah
Kabupaten /Kota
1.05.04.2.01.0002 Pemadaman dan Pengendalian Kabupaten Jumlah Laporan Hasil 365 Lap 970.000.000 | Pemadaman dan Kabupaten | Jumlah Laporan Hasil 365 Lap 1.013.080.000
Kebakaran dalam Daerah Kendal, Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Kebakaran Kendal, Pelaksanaan Kegiatan
Kabupaten/Kota semua Kec, Kesiapsiagaan Petugas Piket dan dalam Daerah semua Kesiapsiagaan Petugas Piket dan
Kel/Desa Pemadaman Kebakaran dalam Kabupaten/Kota Kec, Pemadaman Kebakaran dalam
Daerah Kabupaten /Kota Kel/Desa Daerah Kabupaten /Kota
1.05.04.2.01.0003 Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kabupaten Jumlah Dokumen Hasil 360 Dok 140.000.000 | Penyelamatan dan Kabupaten | Jumlah Dokumen Hasil 360 Dok 150.000.000
Kebakaran dan Non Kebakaran Kendal, Pelaksanaan Kegiatan Evakuasi Korban Kendal, Pelaksanaan Kegiatan
semua Kec, Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Kebakaran dan Non semua Kesiapsiagaan Petugas Piket dan
Kel/Desa Kebakaran Kec,

Penyelamatan/Evakuasi Saat

Penyelamatan/Evakuasi Saat




Rancangan Awal RKPD

Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan

No, Penting
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja C‘l:::agi‘:l Pagu indikatif Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja (;l‘a l;ragiea'; Kel:)uat:ahan
1 2 4 3 5 6 7 8 9 10 11 12
Penanggulangan Kebakaran dan Kel/Desa Penanggulangan Kebakaran dan
Non Kebakaran Non Kebakaran
1.05.04.2.01.0007 Pembinaan Aparatur Pemadam Kabupaten Jumlah Aparatur Pemadam 10 orang 45.000.000 | Pembinaan Aparatur Kabupaten | Jumlah Aparatur Pemadam 10 orang 10.000.000
Kebakaran Kendal, Kebakaran yang Memiliki Pemadam Kebakaran Kendal, Kebakaran yang Memiliki
semua Kec, Sertifikasi Keterampilan Teknis semua Sertifikasi Keterampilan Teknis
Kel/Desa dan Analis Dalam Pencegahan dan Kec, dan Analis Dalam Pencegahan
Penanggulangan Kebakaran Kel/Desa dan Penanggulangan Kebakaran
1.05.04.2.01.0008 Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Kabupaten Jumlah Desa/Kelurahan yang 1 Desa/Kel 70.000.000 Pengelolaan Sistem Kabupaten | Jumlah Desa/Kelurahan yang 1 Desa/Kel 10.000.000
Informasi Kebakaran dan Kendal, Memiliki Sistem Komunikasi dan Informasi Kendal, Memiliki Sistem
Penyelamatan semua Kec, Komunikasi & Infomasi Kebakaran dan semua Komunikasi & Infomasi
(SKIK) Kel/Desa Kebakaran dan Penyelamatan Kec, Kebakaran dan
Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa (SKIK) Kel/Desa Penyelamatan (SKIKP) yang
di Secara Bisa di Secara
Perbaharui atau Dimutakhirkan Perbaharui atau
Secara Dimutakhirkan Secara
Berkala Berkala
(Setiap Tahun), Berkelanjutan (Setiap Tahun), Berkelanjutan
dan Real Time dan Real Time
yang Dimiliki Oleh yang Dimiliki Oleh
Desa/Kelurahan Setiap Desa/Kelurahan Setiap
Tahunnya Tahunnya
1.05.04.2.01.0017 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kabupaten Jumlah Sarana dan Prasarana 30 Unit 60.000.000 | Pengadaan Sarana dan Kabupaten | Jumlah Sarana dan Prasarana 35 Unit 220.000.000
Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran Kendal, Untuk Prasarana Pencegahan, Kendal, Untuk
dan Alat Pelindung Diri semua Kec, Pencegahan dan Penanggulangan Penanggu]a{lgan Kebglfaran semua Pencegahan dan
Kel/Desa Kebakaran dan Alat Pelindung Diri dan Alat Pelindung Diri Kec, Penanggulangan Kebakaran dan
yang Sah dan Legal Sesuai Kel/Desa Alat Pelindung Diri yang Sah
Standar Teknis Terkait dan Legal Sesuai Standar Teknis
Penanggulangan Kebakaran dan Terkait Penanggulangan
Alat Pelindung Diri Kebakaran dan Alat Pelindung
Diri
1.05.04.2.01.0018 Penyelenggaraan Kerja Sama dan Kabupaten Jumlah Dokumen Hasil 3 Dok 15.000.000 Penyelenggaraan Kerja Kabupaten | Jumlah Dokumen Hasil 3 Dok 20.000.000
Koordinasi antar Daerah Berbatasan, Kendal, Penyelenggaraan Kerja Sama dan Sama dan Koordinasi antar Kendal, Penyelenggaraan Kerja Sama
;ntar L:Ebag;., dang;(slmltraan dalam f{ellr}LllDa Kec, Koordinasi antar Wilayah af"e‘;)ah Beébat;san‘,nﬂ antar Is{emua dan Koordinasi antar Wilayah
encegahan, Penanggulangan, el/Desa mbaga, dan Kemitraan ec,
Penyelamatan Kebakaran dan Kabupaten/Kota dalam dalam Pencegahan, Kel/Desa Kabupaten/Kota dalam
Penyelamatan Non Kebakaran Pencegahan, Penanggulangan, Pencegahan,
Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran Penanggulangan Kebakaran dan
Penyelamatan Kebakaran dan Non dan Penyelamatan Non Penyelamatan Kebakaran dan
Kebakaran Kebakaran Non Kebakaran
1.05.04.2.02 Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran 20.000.000 Inspeksi Peralatan Proteksi 10.000.000
Kebakaran
1.05.04.2.02.0002 Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kabupaten Jumlah Dokumen yang Memuat 25 Dok 20.000.000 Penilaian Sarana Prasarana Kabupaten | Jumlah Dokumen yang Memuat 30 Dok 10.000.000
Kebakaran Kendal, Data Proteksi Kebakaran Kendal, Data
semua Kec, Bangunan/Gedung/Lingkungan semua Bangunan/Gedung/Lingkungan
Kel/Desa yang Memenuhi Kelaikan Standar Kec, yang Memenuhi Kelaikan
Sarana Prasarana Proteksi Kel/Desa Standar Sarana Prasarana
Kebakaran Proteksi Kebakaran
1.05.04.2.02 Pemberdayaan Masyarakat dalam 50.000.000 | Pemberdayaan Masyarakat 379.632.555
Pencegahan Kebakaran dalam Pencegahan
Kebakaran
1.05.04.2.02.0001 Pemberdayaan Masyarakat dalam Kabupaten Jumlah Warga Masyarakat yang 750 Orang 5.000.000 | Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten | Jumlah Warga Masyarakat yang 800 Orang 369.632.555
Pencegahan dan Penanggulangan Kendal, Mendapatkan Sosialisasi Edukasi dalam Pencegahan dan Kendal, Mendapatkan Sosialisasi
Kebakaran melalui Sosialisasi dan semua Kec, Pencegahan dan Penanggulangan Penanggulangan semua Edukasi Pencegahan dan
Edukasi Masyarakat Kel/Desa Kebakaran Setiap Tahunnya Kebakaran melalui Kec, Penanggulangan Kebakaran




Rancangan Awal RKPD

Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan

Penting
No, : . : - Target e . . . . Target Kebutuhan
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Capaian Pagu indikatif Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Capaian Dana
1 2 4 3 5 6 7 8 9 10 11 12
Sosialisasi dan Edukasi Kel/Desa Setiap Tahunnya
Masyarakat
1.05.04.2.02.0002 Pembentukan dan Pembinaan Relawan Kabupaten Jumlah Desa/Kelurahan yang 20 Desa/Kel 45.000.000 | Pembentukan dan Kabupaten | Jumlah Desa/Kelurahan yang 20 Desa/Kel 10.000.000
Pemadam Kebakaran Kendal, Terbentuk dan Terbina Relawan Pembinaan Relawan Kendal, Terbentuk dan Terbina Relawan
semua Kec, Pemadam Kebakaran pada Pemadam Kebakaran semua Pemadam Kebakaran pada
Kel/Desa Lingkup Sistem Ketahanan Kec, Lingkup Sistem Ketahanan
Kebakaran Lingkungan (SKKL) Kel/Desa Kebakaran Lingkungan (SKKL)
Setiap Tahunnya Setiap Tahunnya
1.05.04.2.05 Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan 95.000.000 | Penyelenggaraan Operasi 80.000.000
Pertolongan terhadap Kondisi Pencarian dan Pertolongan
Membahayakan Manusia/Penyelamatan terhadap Kondisi
dan Evakuasi Membahayakan
Manusia/Penyelamatan
dan Evakuasi
1.05.04.2.05.0002 Standarisasi Sarana dan Prasarana Kabupaten Jumlah Dokumen yang Memuat 8 Dok 50.000.000 | Standarisasi Sarana dan Kabupaten | Jumlah Dokumen yang Memuat 7 Dok 70.000.000
Pencarian dan Pertolongan terhadap Kendal, Kajian Prasarana Pencarian dan Kendal, Kajian
Kondisi Membahayakan semua Kec, Kebutuhan Jenis Sarana dan Pertolongan  terhadap semua Kebutuhan Jenis Sarana dan
Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Kel/Desa Prasarana untuk Pencarian dan Kondisi Membahayakan Kec, Prasarana untuk Pencarian dan
Pertolongan Terhadap Kondisi Manusia/Penyelamatan Kel/Desa Pertolongan Terhadap Kondisi
Membahayakan dan Evakuasi Membahayakan
Manusia/Penyelamatan dan Manusia/Penyelamatan dan
Evakuasi yang Sesuai Standar Evakuasi yang Sesuai Standar
1.05.04.2.05.0004 Pembinaan Aparatur Pencarian dan Kabupaten Jumlah Laporan Hasil 2 Lap 45.000.000 Pembinaan Aparatur Kabupaten Jumlah Laporan Hasil 2 Lap 10.000.000
Pertolongan Terhadap Kondisi Kendal, Pembinaan Aparatur Pencarian dan Kendal, Pembinaan Aparatur
Membahayakan semua Kec, Pencarian dan Pertolongan Pertolongan Terhadap semua Pencarian dan Pertolongan
Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Kel/Desa Terhadap Kondisi Kondisi Membahayakan Kec, Terhadap Kondisi
Membahayakan Manusia/Penyelamatan Kel/Desa Membahayakan

Manusia/Penyelamatan dan
Evakuasi yang Sah dan
Legal

dan Evakuasi

Manusia/ Penyelamatan dan
Evakuasi yang Sah dan
Legal

16.814.006.038

18.424.190.481




2.5

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan
Pemadam Kebakaran sebagai unit Satuan Kerja yang memfasilitasi
usulan dari masyarakat melalui hasil Musrenbang, Aspirasi
masyarakat melaui Musrenbangcam yang terkait dengan tugas dan
fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yaitu
pelatihan linmas desa, dimana kegiatan tersebut sudah merupakan
kegiatan rutin tahunan yang sudah dilaksanakan. Sedangkan Pokok-

pokok pikiran DPRD dan usulan dari masyarakat Nihil.
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BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Kebijakan Provinsi
a) Arah Kebijakan Nasional Tahun 2025

Arah kebijakan pembangunan Nasional adalah pedoman untuk
merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan serta rencana
Nasional pelaksanaan pembangunan dari tingkat pusat sampai dengan
tingkat daerah.

Arah Kebijakan Pembangunan Nasional Tahun 2025 yang
merupakan masa transisi antara RPJPN 2005-2025 dengan RPJPN
2025-2045 sekaligus penjabaran awal dari RPJPN 2025-2045 dan
RPJMN Teknokratik 2025-2029 sebagai Tahap Pertama Pembangunan
S Tahunan. Rencana Kerja Pemerintah 2025 mempunyai tema
“Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”.

Untuk mencapai target sasaran pembangunan tahun 2025,
ditetapkan prioritas nasional sebagai berikut :

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi
Manusia (HAM)

2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan
Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan,
Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan
Ekonomi Biru.

3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan
lapangan kerja yang berkualitas, kewirausahaan, mengembangkan
industri kreatif serta mengembangkan agro maritim industri di
sentra produksi melalui peran aktif koperasi.

4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains,
teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan
gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan
penyandang disabilitas.

5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis
sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam
negeri.

6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi
dan pemberantasan kemiskinan.

7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta

memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.

Renja Satpolkar Tahun 2025




8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan
lingkungan alam dan budaya, peningkatan toleransi antar umat

beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur.

b) Arah Kebijakan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025
Dalam penyusunan rencana pembangunan daerah tidak lepas dari
prioritas pembangunan jawa tengah. Prioritas dan fokus pembangunan
daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan
merata berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur
yang merata dan berkualitas;

2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat,
bugar dan adaptif secara inklusif dan merata;

3. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup
dalam dan mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan;

4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif;

c) Arah Kebijakan Kabupaten Kendal Tahun 2025

Arah kebijakan Pembangunan Kabupaten Kendal tahun 2025
adalah “Kendal Inclusive” dengan proioritas pada “Mewujudkan
pembangunan daerah dan ekonomi yang merata dengan
meningkatkan kualitas infrastruktur yang mantap dan
berkeadilan’. Arah kebijakan ini fokus pada penguatan kualitas jalan,
ketahanan daerah dalam penanganan bencana, peningkatan kualitas
lingkungan terutama pengelolaan sampah yang terintegrasi,

peningkatan layanan angkutan jalan yang terintegrasi.

Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Kendal Tahun 2025
ditekankan pada :

1. Memperkuat kualitas jalan melalui peningkatan kelas jalan, dan
peningkatan pemeliharaan jalan;

Meningkatnya ketahanan daerah dalam penanganan bencana;
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup;

Meningkatnya pengelolaan sampah;

Meningkatnya layanan angkutan jalan;

Meningkatnya ketahanan pangan;

Menurunnya kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka; dan

® N o gk LD

Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia.
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Adapun Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Kendal Tahun

2025 diantaranya sebagai berikut :

1.

Mewujudkan pembangunan daerah dan ekonomu yang merata
dengan meningkatkan kualitas infrastruktur yang mantap dan

berkeadilan;

a. Mendorong peningkatan kualiatas dan keterpaduan
infrastruktur;

b. Mendorong infrastrukur layak anak, lansia dan difabel,;

c. Peningkatan kualitas infrastruktur jalan, drainase melalui
pembangunan dan rehabilitasi;

d. Peningkatan kualitas irigasi melalui pembangunan rehabilitasi
irigasi sekunder sesuai kewenangan daerah;

e. Peningkatan akses air minum dan akses limbah domestic
rumah, peningkatan PAMSINAS dan SANIMAS, pelayanan air
minum dan penanganan limbah sesuai SPM;

f. Peningkatan penanganan kumuh melalui peningkatan kualitas
PSU di kawasan kumuh, pembangunan RTLH di daerah kumuh
dan luar kumuh dalam rangka pencegahan kumuh.
Pembangunan RTLH sesuai SPM ;

g. Peningkatan pembangunan sesuai RTRW melalui peningkatan
pemahaman, peningkatan informasi RTRW dan penegakan
RTRW;

h. Meningkatnya konektivitas antar wilayah melalui peningkatan
jaringan jalan yang memiliki trayek angkutan, meningkatkan
sarana prasaran perhubungan, meningkatnya kualitas
perlengkapan lalu lintas, meningkatnya manajemen lalu lintas
serta meningkatnya teknologi dalam smart transportasi;

i. Mendorong penyediaan infrastruktur TIK bagi masyarakat

pedesaan;

j- Mengkoneksikan kantong-kantong produksi dengan

pasar/distribusi channel.

Peningkatan Ketahanan Lingkungan dan Pembangunan

Berkelanjutan

a. Mengedepankan upaya-upaya peningkatan kualitas lingkungan
dalam pembangunan Kabupaten Kendal;

b. Meningkatka kualitas lingkungan hidup melalui pengujian
kualitas air, udara, penanganan sampah, pengelolaan

keanekaragaman hayati;
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c. Mendorong Kabupaten Kendal menjadi berketahanan terhadap
bencana dan perubahan iklim;

d. Meningkatka ketahanan daerah dalam penanganan bencana
melalui peningkatan kualitas perencanaan penanganan
bencana, peningkatan early warning system, dan peningkatan
prasarana penanganan bencana;

3. Peningkatan perekonomian berbasis pengembangan potensi
unggulan daerah dan sumberdaya alam didukung dengan
penguatan layanan Kesehatan dan infrastruktur pendukung yang
optimal
a. Peningkatan kualitas industri pengolahan melalui

pengembangan industri kecil, fasilitasi ijin usaha dan penataan
sentra industri dengan potensi lokal;

b. Peningkatan kontribusi pariwisata dalam pendapatan daerah
melalui pengembangan destinasi wisata yang sudah ada,
penguatan dan pengembangan desa wisata berbasis potensi
local dan peningkatan promosi pariwisata serta pengembangan
ekonomi kreatif, serta pengembangan pariwisata;

c. Meningkatkan kualitas sektor pertanian melalui pengembangan
bibit unggul tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan
perkebunan, peningkatan prasarana pertanian yang mendorong
produksi pertanian serta meningkatkan kapasitas petani;

d. Peningktatan produksi perikanan melalui peningkatan kapasitas
nelayan, pengembangan budidaya perikanan, peningkatan
kapasitas pengolah ikan;

e. Peningkatan  kualitas perdagangan dalam mendukung
pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan ekspor, penataaan
ijin pelaku usaha, peningkatan kualitas pasar, dan penataan
PKL sera perlindungan terhadap konsumen;

f. Peningkatan pelayanan penanaman modal melalui peningkatan
kualitas pelayanan, pengembangan insentif investor dan
promosi penanaman modal;

g. Meningkatkan ketahanan pangan melalui peningkatan
ketersediaan pangan, keanekaraganan pangan, distribusi
pangan serta peningkatan konsumsi yang bergizi dan seimbang;

h. Penurunan tingkat pengangguran melalui peningkatan
penyerapan tenaga kerja, penciptaan tenaga kerja yang
kompeten sesuai dengan permintaan investor di kawasan

industry, peningkatan produktivitas tenaga kerja;
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i. Peningkatan kualitas usaha mikro melalui pengembangan usaha
mikro, pembinaan usaha mikro dan penguatan koperasi dalam
membantu permodalan usaha mikro serta digitalisi marketing.

4. Perwujudan tata Kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih,
transparan dan akuntabel didukung dengan konsep Kendal Smart
City.

a. Peningkatan birokrasi yang akuntabel melalui peningkatan
kualitas perencanaan, meningkatkan proses partisipasi dengan
meningkatkan peran RT/RW dalam musrenbang, pelaksanaan
pembangunan, penanganan dan pencegahan Kkorupsi dan
peningkatan kualitas APBD;

b. Peningkatan birokrasi yang kapabel pada peningkatan
profesionalisme ASN melalui peningkatan kualitas, kinerja dan
kedisplinan ASN ;

c. Peningkatan birokrasi yang kapabel melalui peningkatan
pembangunan berbasis elektronik, mendorong optimalisasi e-
planning, e-monitoring, e-musrenbang, e-services, e-budgetting
sebagai alat untuk mendorong pembangunan terintegrasi,
peningkatan kualitas satu data dan mendorong keamanan arsip
daerah serta kualiatas persandian;

d. Meningkatkan pelayanan public melalui peningkatan kecepatan
pelayanan, mengurangi pungli dan peningkatan sarana
prasarana pelayanan.

S. Optimalisasi SDM di Kabupaten Kendal yang berdaya saing,
berkarakter, dan handal :

a. Meningkatkan  kualitas pelayanan Pendidikan  melalui
penyelenggaraan beasisea pada penduduk miskin,
pengembangan kesetaraan untuk meningkatkan rata-rata lama
sekolah, peningkatan kualitas sarana dan prasarana Pendidikan
serta pengembangan sekolah sesuai dengan protokol kesehatan;

b. Pemajuan budaya melalui peningkatan pelestarian budaya baik
benda maupun tak benda;

c. Peningkatan literasi pada masyarakat melalui peningkatan
kualitas perpustakaan dan peningkatan minat baca;

d. Meningkatkan derajat Kesehatan  masyarakat melalui
peningkatan fasilitas, layanan kesehatan yang mudah diakses
dengan SPM, penyediaan kualitas tenaga kesehatan, penyediaan
kebutuhan farmasi di pelayanan, peningkatan perilaku hidup

bersih dan sehat;
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e. Peningkatan kualitas Kesehatan melalui pengendalian jumlah
penduduk, dan peningkatan peserta KB

f. Peningkatan peran pemuda dan olahraga melalui peningkatan
prestasi pemuda dan olahraga;

g. Peningkatan kesetaraan dan keadilan gender melalui
peningkatan PUG di semua perangkat daerah, peningkatan
perlindungan perempuan dari kasus kekerasan dan
perdagangan, peningkatan pemenuhan hak anak dalam konsep
Kabupaten Layak Anak dan perlindungan anak khusus.

Disamping program prioritas diatas, Kabupaten Kendal juga
melaksanakan pembangunan yang Dbersifat mainstreaming yaitu
pembangunan gender, stunting dan kemiskinan. Isu gender tidak hanya
dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan
pemberdayaan perempuan saja, tetapi dilaksanakan oleh hampir semua
Perangkat Daerah. Penyelesaian kesetaraan dan keadilan gender
dilakukan berdasarkan isu gender di masing-masing Perangkat Daerah

dengan tidak mengubah struktur anggaran.

Isu stunting juga dilaksanakan oleh Perangkat Daerah
sebagaimana rencana aksi penanggulangan stunting. Penyebab terjadinya
stunting dari ekonomi, sosoial dan infrastruktur yang perlu juga

mendapat dukungan dari Dana Desa.

Isu kemiskinan diselesaikan oleh banyak Perangkat Daerah.
Dalam rangka penyelesaian kemiskinan akan diseleraskan dengan

dokumen Rencana Penanganan Kemiskinan Daerah.

Tabel 3.1
Persandingan Antara Prioritas Nasional, Prioritas Pembangunan Provinsi
Jawa Tengah, Prioritas Pembangunan Kabupaten Kendal, serta Program
dalam Renja Perangkat Daerah Tahun 2025

Prioritas Prioritas .
. . Program Renja PD
Prioritas Nasional Pembangunan Pembangunan Tahun 2025
Jawa Tengah Kabupaten Kendal

PN.2 PP.4 PK.2 v" Program
Memantapkan Sistem | Peningkatan tata | Meningkatnya Penunjang Urusan
Pertahanan Kelola ketahanan daerah Pemerintahan
Keamanan Negara | pemerintahan dalam penanganan Daerah
dan Mendorong | yang adaptif dan | bencana; v' Program
Kemandirian Bangsa | kolaboratif; Peningkatan
Melalui Swasembada PK.8 Ketenteraman da
Pangan, Energi, Air, Meningkatnya Ketertiban Umum
Ekonomi Syariah, kualitas Sumber | v' Program
Ekonomi Digital, Daya Manusia. Pencegahan,
Ekonomi Hijau, dan Penanggulangan,
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Ekonomi Biru.

PN.7

Memperkuat
reformasi politik,
hukum, dan
birokrasi, serta
memperkuat
pencegahan dan
pemberantasan

korupsi dan narkoba.

Penyelamatan
Kebakaran dan
Penyelamatan Non
Kebakaran

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan indikator tujuan serta target kinerja pada tahun 2025

diuraikan sebagai berikut:

1. Meningkatkan keamanan, rasa nyaman, harmonis dan kondusivitas

wilayah

Adapun sasaran rencana kerja Satuan Polisi Pamong praja dan

Pemadam Kebakaran Tahun 2025 sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas penegakan peraturan daerah

2. Meningkatnya penanganan kebakaran

3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah

Tujuan dan sasaran rencana kerja tahun 2025 Satuan Polisi

Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran beserta indikator kinerjanya

disajikan dalam

sebagaimana

berikut ini
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Tabel 3.2

TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA SATUAN POLISI DAN PEMADAM KEBAKARAN

TARGET
KONDISI KINERJA
INDIKATOR
TUJUAN SASARAN INDIKATOR SATUAN AWAL SASARAN URUSAN
TUJUAN
PADA TAHUN
2024 2025
Meningkatkan Persentase Meningkatnya Persentase Trantibum
keamanan, rasa | penurunan kualitas perda dan i
inmas
nyaman, ganguan penegakan perkada yang o 100 100
harmonis dan | keamanan peraturan ditegakkan 0 (Satpol PP)
kondusivitas dan ketertiban | daerah
Wilayah
Meningkatnya Persentase Pemadam
penanganan penanganan
kebakaran kebakaran Kebakaran
sesuai standar % 100 100
tingkat waktu
tanggap
(respon time)
Meningkatnya
akuntabilitas Nilai Sakip Nilai 72,55 74,55
kinerja perangkat

daerah




3.3 Program dan Kegiatan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun
2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah, Pemerintah telah mengatur
Program dan Kegiatan Pemerintah Kabupaten/Kota Sesuai
kewenangannya. Sesuai Permendagri tersebut, Rencana Kerja tahun
2025 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran akan
melaksanakan 3 Program, 14 Kegiatan dan 53 Sub Kegiatan yaitu :
01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah
2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah
2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah
2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN
KETERTIBAN UMUM
2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban
Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan
Peraturan Bupati/Wali Kota
2.03 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
Kabupaten/Kota
04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN,
PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON
KEBAKARAN
2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan,
dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun
Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
2.02 Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran
2.04 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan
Kebakaran

2.05 Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan
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Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia

Dalam perumusan program dan kegiatan, hal-hal yang menjadi
faktor pertimbangan adalah kesesuaian antara program dan kegiatan
dengan :

1. Permasalahan dan isu-isu strategis yang terkait dengan
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, yang dalam hal ini Satuan
Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sangat terkait
dengan ketentraman dan ketertiban umum serta penanganan
kebakaran;

2. Relevansi program dan kegiatan yang dilakukan dengan
pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan;

3. Adanya keterkaitan penyusunan program dengan strategi yang
dilakukan dalam mencapai tujuan dan sasaran,;

4. Adanya keterkaitan antara penyusunan kegiatan dengan
kebijakan yang dilakukan dalam penyusunan program sehingga
visi, misi, tujuan dan sasaran dapat tercapai.

Pada tahun 2025 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam
Kebakaran akan melaksanakan 3 Program, 14 Kegiatan dan 53 Sub
Kegiatan dengan indicator program (outcome) dan kegiatan (output)
nya masing-masing yang diharapkan dapat mendukung
pembangunan di Kabupaten Kendal.

Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut melibatkan
masyarakat, mencakup seluruh wilayah di Kabupaten Kendal dan
diharapkan dapat meningkatkan pelayanan serta meningkatkan
kompetensi dan SDM Satpol PP dan Damkar.

Adapun lebih rinci rencana program dan kegiatan, indikator
kinerja dan pendanaan indikatif disajikan pada tabel T-C.33 di bawah

ini:
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Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 Dan Prakiraan Maju Tahun 2026

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Tabel 3.3

Kabupaten Kendal

Kode

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/kegiatan/ Subkegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Rencana Kerja Tahun 2025

Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026

Lokasi

Target Capaian
Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif

Sumber Dana

Catatan Penting

Target
Capaian
Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif

2

6 7

8

9

11

12

SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA DAN PEMADAM
KEBAKARAN

18.424.190.481

26.765.138.000

URUSAN
PEMERINTAHAN
WAJIB YANG
BERKAITAN

DENGAN PELAYANAN
DASAR

18.424.190.481

26.765.138.000

1.05

URUSAN
PEMERINTAHAN
BIDANG
KETENTERAMAN

DAN KETERTIBAN
UMUM

SERTA PERLINDUNGAN
MASYARAKAT

18.424.190.481

26.765.138.000

1.05.01

PROGRAM PENUNJANG
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA

14.333.177.926

18.027.418.000

1.05.01.2.01

Perencanaan,
Penganggaran, dan
Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah

45.000.000

40.990.000,

1.05.01.2.01.0001

Penyusunan Dokumen
Perencanaan Perangkat
Daerah

Jumlah Dokumen Perencanaan
Perangkat Daerah

Kabupaten
Kendal,

semua Kec,

Kel/Desa

3 Dok

15.000.000

PAD

17.540.000

1.05.01.2.01.0002

Koordinasi dan
Penyusunan Dokumen
RKA-SKPD

Jumlah Dokumen RKA-SKPD
dan Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Dokumen RKA-
SKPD

Kabupaten
Kendal,

semua Kec,

Kel/Desa

1 Dok

5.000.000

PAD

3.850.000




Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan

Rencana Kerja Tahun 2025

Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026

Kode Program kegiatan, Subkegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi Targ;itn(;:ilzaian Kebutull:lad:;lg:;a/ Pagu Sumber Dana Catatan Penting cl;a;i:; Kebutull:ladr;kI::;}al Pagu
Kinerja
1 2 3 5 6 7 8 9 11 ! 12
1.05.01.2.01.0003 Koordinasi dan | Jumlah Dokumen Perubahan Kabupaten 1 Dok 5.000.000 | PAD 3.850.000
Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil selé’i?:?(léc,
Perubahan RKA-SKPD Koordinasi Penyusunan Kel/Desa
Dokumen Perubahan RKA-
SKPD
1.05.01.2.01.0004 Koordinasi dan Jumlah Dokumen DPA-SKPD Kabupaten 1 Dok 5.000.000 | PAD 3.850.000
Penyusunan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi s eI;:l: aKlé .
Penyusunan Dokumen DPA- Kel/Desa
SKPD
1.05.01.2.01.0005 Koordinasi dan | Jumlah Dokumen Perubahan Kabupaten 1 Dok 5.000.000 | PAD 3.850.000
Penyusunan Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil seﬁf:: ‘;{1(;0’
DPA-SKPD Koordinasi Penyusunan Kel/Desa
Dokumen Perubahan DPA-
SKPD
1.05.01.2.01.0006 Koordinasi dan | Jumlah Laporan Capaian Kabupaten 4 Lap 10.000.000 | PAD 8.050.000
. . . . . Kendal,
Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi semua Kec,
Capaian Kinerja dan Kinerj.a SKPD dan Laporan Hasil Kel/Desa
Ikhtisar Realisasi Kinerja Koordinasi Penyusunan
SKPD Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan 12.542.405.481 15.309.074.000
Perangkat Daerah
1.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Jumlah Orang yang Menerima | Kabupaten | 178 12.452.405.481 | PAD 15.000.000.000
Tunjangan ASN Gaji dan Tunjangan ASN Kendal, Orang/bulan
semua
Kec,
Kel/Desa
1.05.01.2.02.0003 Pelaksanaan Jumlah Dokumen | Kabupaten 0 | PAD 300.000.000,
Penatausahaan dan Penatausahaan dan Kendal,
Pengujian/Verifikasi Pengujian/Verifikasi Keuangan semua
Keuangan SKPD SKPD Kec,
Kel/Desa
1.05.01.2.02.0005 Koordinasi dan | Jumlah Laporan Keuangan Kabupaten | 1 Lap 10.000.000 | PAD 5.562.000,
Penyusunarl Lapora_n Akhir Tahun SKPD dan Laporal'l Kendal,
Keuangan Akhir Tahun Hasil Koordinasi Penyus.unan semua
SKPD Laporan Keuangan Akhir Tahun Kec,
SKPD Kel/Desa
1.05.01.2.02.0007 Koordinasi dan Jumlah Laporan Keuangan | Kabupaten | 18 Lap 80.000.000 | PAD 3.512.000
Penyusunan Laporan Bulanan/ Kendal,
Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD semua
Triwulanan/ Semesteran dan Laporan Koordinasi Kec,
SKPD Kel/Desa

Penyusunan Laporan Keuangan
Bulanan /Triwulanan




Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan

Rencana Kerja Tahun 2025

Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026

Kode Program/kegiatan/ Subkegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Sumber Dana Catatan Penting cl;a;fi:tn Kebutuhan Dana/Pagu
Kinerja Indikatif Kinerja Indikatif
1 2 3 5 6 7 8 9 11 12
/Semesteran SKPD
1.05.01.2.05 Administrasi 18.000.000 159.631.000
Kepegawaian Perangkat
Daerah
1.05.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas | Jumlah Paket Pakaian Dinas Kabupaten 99.631.000
Beserta Atribut Beserta Atribut Kendal,
Kelengkapannya Kelengkapan Pakaian Dinas semua
dan Kec,
Perlengkapannya Kel/Desa
1.05.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Pegawai Berdasarkan Kabupaten | 4 orang 18.000.000 | PAD 60.000.000,
Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Kendal,
Tugas dan Fungsi semua
Kec,
Kel/Desa
1.05.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Jumlah Orang yang Mengikuti | Kabupaten (0]
Perundang - Sosialisasi Kendal,
undangan Peraturan Perundang- semua
Undangan Kec,
Kel/Desa
1.05.01.2.06 Administrasi Umum 856.671.445 788.664.000
Perangkat Daerah
1.05.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Jumlah Paket Komponen | Kabupaten | 4 Paket 30.00.000 | PAD 33.201.000
Instalasi Instalasi Kendal,
Listrik/Penerangan Listrik/Penerangan Bangunan semua
Bangunan Kantor . Kec,
Kantor yang Disediakan
. Kel/Desa
Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
1.05.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Jumlah Paket Peralatan dan Kabupaten | 1 Paket 7.000.000 | PAD 136.022.000
Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor yang Kendal,
Disediakan semua
Kec,
Kel/Desa
1.05.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Jumlah Paket Peralatan Rumah | Kabupaten | 6 Paket 15.000.000 | PAD 38.107.000
Rumah Tangga Tangga yang Disediakan Kendal,
semua
Kec,
Kel/Desa
1.05.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik | Jumlah Paket Bahan Logistik | Kabupaten | 12 Paket 81.000.000 | PAD 69.846.000
Kantor Kantor yang Kendal,
semua

Disediakan




Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan

Rencana Kerja Tahun 2025

Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026

1.05.01.2.07.0002

Pengadaan Kendaraan

Jumlah Unit Kendaraan

Kabupaten

Kode Program/kegiatan/ Subkegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Sumber Dana Catatan Penting C’l:;:agi‘:: Kebutuhan Dana/Pagu
Kinerja Indikatif Kinerja Indikatif
1 2 3 5 6 7 8 9 11 12
Kec,
Kel/Desa
1.05.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Jumlah Paket Barang Cetakan Kabupaten | 12 Paket 81.000.000 | PAD 54.316.000,
Cetakan dan Penggandaan dan Penggandaan yang Kendal,
Disediakan semua
Kec,
Kel/Desa
1.05.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan | Jumlah Dokumen Bahan Kabupaten | 768 Dok 0 | PAD 8.323.000,
dan Peraturan Perundang- Bacaan dan Peraturan Kendal,
undangan Perundang-Undangan yang semua
Disediakan Kec,
Kel/Desa
1.05.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Jumlah Laporan | Kabupaten | 180.000.000 562.671.445 | PAD 341.966.000
Koordinasi dan Konsultasi Penyelenggaraan Rapat Kendal,
SKPD Koordinasi dan Konsultasi semua
SKPD Kec,
Kel/Desa
1.05.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Jumlah Dokumen Kabupaten | 5 Dok 80.000.000 | PAD 106.883.000
Dinamis pada SKPD Penatausahaan Arsip Dinamis Kendal,
pada SKPD semua
Kec,
Kel/Desa

569.752.000,

Dinas Operasional atau Dinas Operasional atau Kendal,
Lapangan Lapangan yang Disediakan semua

Kec,

Kel/Desa

1.05.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Jumlah Unit Gedung Kantor Kabupaten | 1 Unit 0 | PAD 167.000.000
Kantor atau Bangunan atau Bangunan Lainnya yang Kendal,
Lainnya Disediakan semua
Kec,
Kel/Desa

Penyediaan Jasa Surat
Menyurat

Jumlah Laporan Penyediaan
Jasa Surat Menyurat Perangko,
Materai dan Benda Pos Lainnya

Kabupaten
Kendal,
semua

4 lap

5.000.000

PAD

6.482.000




Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan

Rencana Kerja Tahun 2025

Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026

Kode Program/kegiatan/ Subkegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Sumber Dana Catatan Penting cl;a;fi:tn Kebutuhan Dana/Pagu
Kinerja Indikatif Kinerja Indikatif
1 2 3 5 6 7 8 9 11 12
Kec,
Kel/Desa
Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Kabupaten | 12 Lap 260.000.000 | PAD 247.000.000
Komunikasi, Sumber Daya | Jasa Komunikasi, Sumber Daya Kendal,
Air dan Listrik Air dan Listrik yang Disediakan semua
Kec,
Kel/Desa
Penyediaan Jasa Peralatan Jumlah Laporan Penyediaan Kabupaten | 6 Lap 70.000.000 | PAD 61.325.000
dan Perlengkapan Kantor Jasa Peralatan dan Kendal,
Perlengkapan Kantor yang semua
Disediakan Pemeliharaan Alat Kec,
Kantor Kel/Desa
Penyediaan Jasa Pelayanan | Jumlah Laporan Penyediaan Kabupaten | 12 Lap 160.000.000 | PAD 152.000.000,
Umum Kantor Jasa Pelayanan Umum Kantor Kendal,
yang Disediakan semua
Kec,
Kel/Desa
1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Persentase terpenuhinya 376.101.000 525.500.000
Milik Daerah Penunjang pemeliharaan sarana dan
Urusan Pemerintahan prasarana perkantoran
Daerah
1.05.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa | Jumlah Kendaraan Perorangan Kabupaten | 57 Unit 300.901.000 | PAD 237.500.000
Pemeliharaan, Biaya Dinas atau Kendaraan Dinas Kendal,
Pemeliharaan dan Pajak J a'batan yang Dlpellhara dan semua
Kendaraan Perorangan Dibayarkan Pajaknya Kec,
Dinas atau Kendaraan Kel/Desa
Dinas Jabatan
1.05.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Dinas Kabupaten | 57 Unit 50.000.000 | PAD 48.000.000
Pemeliharaan, Biaya Operasional atau Lapangan Kendal,
Pemeliharaan, Pajak, dan yang Dipelihara dan Dibayarkan semua
Perizinan Kendaraan Dinas | Pajak dan Perizinannya Kec,
Operasional atau Lapangan Kel/Desa
1.05.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi | Jumlah Gedung Kantor dan Kabupaten | 2 Unit 25.200.000 | PAD 240.000.000
Gedung Kantor Bangunan Lainnya Kendal,
dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi semua
Kec,
Kel/Desa
1.05.02 Program Peningkatan Persentase Gangguan 2.198.300.000 2.965.530.000
Ketentraman dan Trantibum yang dapat
Ketertiban Umum diselesaikan
Cakupan petugas Linmas di
kabupaten per RT




Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan

Rencana Kerja Tahun 2025

Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026

Kode X f Indikator Kinerja Program/Kegiatan . Target
Program/kegiatan/ Subkegiatan Lokasi Targe't Capalan Kebutuhale Da_na/ Pagu Sumber Dana Catatan Penting Capaian Kebutuhalf Da{la/ Pagu
Kinerja Indikatif Pl Indikatif
Kinerja
1 2 3 5 6 7 8 9 11 12

1.05.02.2.01.0003 Koordinasi Jumlah Dokumen Hasil | Kabupaten 30.000.000 100.000.000
Penyelenggaraan Pelaksanaan Koordinasi Kendal,
Ketentraman dan Penyelenggaraan Ketenteraman, semua
Ketertiban Umum serta Ketertiban Umum dan Kec,
Perlindungan Masyarakat Perlind M ok Kel/Desa
Tingkat Kabupaten/Kota ?r ungan asyarakat
Tingkat
Kabupaten /Kota
1.05.02.2.01.0004 Pemberdayaan Jumlah Dokumen yang Memuat | Kabupaten | 12 Dok 1.338.300.000 | PAD 1.903.630.000
Perlindungan Masyarakat | Hasil Pemberdayaan Kendal,
dalam ra.ngka Ketentraman Perlindungan Masyarakat dalam semua
dan Ketertiban Umum rangka Ketenteraman dan Kec,
. Kel/Desa
Ketertiban Umum
1.05.02.2.01.0005 Peningkatan Kapasitas | Jumlah SDM Satuan Polisi Kabupaten | 100 orang 10.000.000 | PAD 116.220.000
SDM Satuan Polisi | Pamong praja dan Satuan Kendal,
Pamongpraja dan Pe’r']jndungan Masya}*akat yang semua
Satuan Perlindungan Ditingkatkan Kapasitasanya Kec,
Kel/Desa
Masyarakat termasuk
dalam Pelaksanaan Tugas
yang Bernuansa Hak Asasi
Manusia
1.05.02.2.01.0006 Kerja Sama antar Lembaga | Jumlah Dokumen Hasil | Kabupaten | 4 Dok 15.000.000 | PAD 50.781.000
dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Kerja Sama antar | Kendal,
Teknik Pencegahan dan Lembaga dan Kemitraan semua
Penanganan Gangguan . Kec,
Ketentraman dan %i}gﬁla&nﬂ{ Pencegahan Kel/Desa

Ketertiban Umum




1.05.02.2.02.0011

Penanganan atas
Pelanggaran Peraturan
Daerah dan Peraturan
Bupati/Wali Kota

Jumlah Laporan Pelaksanaan
Penanganan Atas Pelanggaran
Peraturan Daerah dan
Peraturan Gubernur yang Dapat
Ditangani Sesuai SOP

Kabupaten
Kendal,
semua
Kec,
Kel/Desa

130 Lap

500.000.000 | DBHCHT

Urusan/Bidang Urusan Rencana Kerja Tahun 2025 Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026
Kode Proﬁ?rﬁ?lgé;z?:n[/)a;;i}ﬁ:;:tan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Sumber Dana Catatan Penting ‘;l; ::agit:: Kebutuhan Dana/Pagu
Kinerja Indikatif Kinerja Indikatif
1 2 3 5 6 7 8 9 11 12
1.05.02.2.01.0008 Penyusunan SOP Jumlah Dokumen SOP Kabupaten | 1 Dok 15.000.000 | PAD 15.000.000
Ketertiban Umum Ketertiban Umum dan Kendal,
dan Ketenteraman Ketenteraman Masyarakat yang semua
Masyarakat Telah Dibuat dan Kec,
Dimutakhirkan Kel/Desa
1.05.02.2.01.00015 | Pencegahan Gangguan Jumlah Kasus Gangguan Kabupaten | 96 Lap 110.000.000 | PAD 200.000.000
Ketenteraman dan Ketenteraman dan Ketertiban Kendal,
Ketertiban Umum melalui | Umum yang Dicegah Melalui semua
Deteksi Dini dan Deteksi Dini dan Cegah Dini, Kec,
CegahDini, Pembinaan Pembinaan dan Penyuluhan, Kel/Desa
dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli,
Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan
Pengamanan, dan
Pengawalan
1.05.02.2.01.00016 | Penindakan atas Jumlah Kasus Gangguan Kabupaten | 100 Lap 70.000.000 | PAD 147.750.000
Gangguan Ketenteraman Ketenteraman dan Ketertiban Kendal,
dan Ketertiban Umum Umum berdasarkan Perda dan semua
Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Kec,
Perkada melalui Penanganan Unjuk Rasa dan Kel/Desa
Penertiban dan Kerusuhan Massa yang
Penanganan Unjuk Rasa Dilakukan Penindakan
dan Kerusuhan Massa
1.05.02.2.01.00017 | Penyediaan Layanan Jumlah Laporan Penyediaan Kabupaten | 5 Lap 20.000.000 | PAD 15.375.000
dalam rangka Layanan Dampak Penegakan Kendal,
Dampak Penegakan Perda Perda dan Perkada yang semua
dan Perkada Terlayani Kec,
Kel/Desa
1.05.02.2.01.00018 | Pengadaan dan Jumlah Sarana dan Kabupaten | 8 Unit 25.000.000 | PAD 100.000.000
Pemeliharaan Sarana dan | Prasarana Ketenteraman dan Kendal,
Prasarana Ketentraman Ketertiban Umum yang semua
dan Ketertiban Umum Tersedia Kec,
Kel/Desa

82.774.000




Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan

Rencana Kerja Tahun 2025 Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026

Kode Program/kegiatan/ Subkegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Sumber Dana Catatan Penting C’l;ragiea:: Kebutuhan Dana/Pagu
Kinerja Indikatif Kinerja Indikatif
1 2 3 5 6 7 8 9 11 12
1.05.02.2.02.0012 Pengawasan atas Jumlah Laporan Hasil Kabupaten | 70 Lap 15.000.000 | PAD 108.000.000,
Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Pengawasan Kendal,
Pelaksanaan Peraturan yang Dilakukan Terhadap semua
Daerah dan Peraturan Kepatuhan Terhadap Kec,
Bupati/Wali Kota Pelaksanaan Peraturan Kel/Desa

N -. N

Pengembangan Kapasitas
dan Karier PPNS

Daerah dan Peraturan
Kepala Daerah

Jumlah Laporan Hasil
Pelaksanaan Peningkatan
Kapasitas Pejabat PPNS dalam
Mendukung Penyelenggaraan
Ketertiban Umum dan
Ketenteraman Masyarakat serta
Penegakan Perda dan Perkada

Kabupaten
Kendal,
semua
Kec,
Kel/Desa

1.05.04.2.01.0002 Pemadaman dan Jumlah Laporan Hasil Kabupaten | 365 Lap 1.013.080.000 3.936.025.000
Pengendalian Kebakaran Pelaksanaan Kegiatan Kendal,
dalam Daerah Kesiapsiagaan Petugas Piket semua
Kabupaten/Kota dan Pemadaman Kebakaran Kec,
dalam Daerah Kabupaten /Kota Kel/Desa
1.05.04.2.01.0003 Penyelamatan dan Jumlah Dokumen Hasil | Kabupaten | 360 Dok 150.000.000 | PAD 250.000.000
Evakuasi Korban Pelaksanaan Kegiatan Kendal,
gegiar an dan Non Kesiapsiagaan Petugas Piket dan scIe{mua
ebakaran ; ec,
Penyelamatan/Evakuasi Saat Kel/Desa

Penanggulangan Kebakaran dan




Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan

Rencana Kerja Tahun 2025

Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026

Kode Program/kegiatan/ Subkegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Sumber Dana Catatan Penting cl;a;i:; Kebutuhan Dana/Pagu
Kinerja Indikatif Kinerja Indikatif
1 2 3 5 6 7 8 9 11 12
Non Kebakaran
1.05.04.2.01.0007 Pembinaan Aparatur Jumlah Aparatur Pemadam | Kabupaten | 10 orang 10.000.000 | PAD 300.000.000
Pemadam Kebakaran Kebakaran yang Memiliki Kendal,
Sertifikasi Keterampilan Teknis semua
dan Analis Dalam Pencegahan Kec,
Kel/Desa
dan Penanggulangan Kebakaran
1.05.04.2.01.0008 Pengelolaan Sistem Jumlah Desa/Kelurahan yang | Kabupaten | 1 Desa/Kel 10.000.000 | PAD 150.000.000
Komunikasi dan Informasi | Memiliki Sistem Kendal,
Kebakaran dan Komunikasi & Infomasi semua
Penyelamatan Kebakaran dan Kec,
(SKIK) Penyelamatan (SKIKP) yang Kel/Desa
Bisa di Secara
Perbaharui atau
Dimutakhirkan Secara
Berkala
(Setiap Tahun), Berkelanjutan
dan Real Time
yang Dimiliki Oleh
Desa/Kelurahan Setiap
Tahunnya
1.05.04.2.01.0017 Pengadaan Sarana dan Jumlah Sarana dan Prasarana | Kabupaten | 35 Unit 220.000.000 | PAD 500.000.000
Prasarana Pencegahan, Untuk Kendal,
Penanggulangan Pencegahan dan semua
Kel_oakar an dan Alat Penanggulangan Kebakaran dan Kec,
Pelindung Diri Alat Pelindung Diri yang Sah Kel/Desa
dan Legal Sesuai Standar
Teknis Terkait Penanggulangan
Kebakaran dan Alat Pelindung
Diri
1.05.04.2.01.0018 Penyelenggaraan Kerja Jumlah Dokumen Hasil | Kabupaten | 3 Dok 20.000.000 | PAD 15.000.000
Sama dan Koordinasi antar Penyelengga_raa_n Kerja Sama Kendal,
Daerah Berbatasan, antar dan Koordinasi antar Wilayah semua
Lembaga, dan Kemitraan Kec,
dalam Pencegahan, Kabupaten/Kota dalam Kel/Desa
Penanggulangan, Pencegahan,
Penyelamatan Kebakaran Penanggulangan Kebakaran dan
dan Penyelamatan Non Penyelamatan Kebakaran dan
Kebakaran Non Kebakaran
1.05.04.2.02 Inspeksi Peralatan 10.000.000 66.550.000
Proteksi Kebakaran




Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan

Rencana Kerja Tahun 2025

Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026

Kode Program/kegiatan/ Subkegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi Targl:itn(e::jl;aian Kebutull::ll;kl::;‘a/ Pagu Sumber Dana Catatan Penting C’l::agiz: Kebutull:;;krzz;a/ Pagu
Kinerja
1 2 3 5 6 7 8 9 11 12
1.05.04.2.02.0002 Penilaian Sarana Prasarana | Jumlah Dokumen yang Memuat | Kabupaten | 30 Dok 10.000.000 | PAD 25 66.550.000
Proteksi Kebakaran Data Kendal,
Bangunan/Gedung/Lingkungan semua
yang Memenuhi Kelaikan Kec,
Standar Sarana Prasarana Kel/Desa
Proteksi Kebakaran

Setiap Tahunnya

1.05.04.2.02.0001 Pemberdayaan Masyarakat | Jumlah Warga Masyarakat yang | Kabupaten | 750 Orang 369.632.555 | DAU YANG 219.615.000
dalam Pencegahan dan Mendapatkan Sosialisasi Kendal, DITENTUKAN
Penanggulangan Edukasi Pencegahan dan semua P
Kebakaran melalui Penanggulangan Kebakaran Kec, ENGGUNAANN
Sosialisasi dan Edukasi Setiap Tahunnya Kel/Desa YA BIDANG
Masyarakat PENDIDIKAN
1.05.04.2.02.0002 Pembentukan dan Jumlah Desa/Kelurahan yang Kabupaten | 20 Desa/Kel 10.000.000 | PAD 100.000.000
Pembinaan Relawan Terbentuk dan Terbina Relawan Kendal,
Pemadam Kebakaran Pemadam Kebakaran pada semua
Lingkup Sistem Ketahanan Kec,
Kebakaran Lingkungan (SKKL) Kel/Desa

1.05.04.2.05.0002 Standarisasi Sarana dan Jumlah Dokumen yang Memuat | Kabupaten 70.000.000 85.000.000
Prasarana Pencarian dan Kajian Kendal,
Pertolongan terhadap Kebutuhan Jenis Sarana dan semua
Kondisi Membahayakan Prasarana untuk Pencarian dan Kec,
Manusia/Penyelamatan Pertolongan Terhadap Kondisi Kel/Desa
dan Evakuasi Membahayakan
Manusia/Penyelamatan dan
Evakuasi yang Sesuai Standar
1.05.04.2.05.0004 | Pembinaan Aparatur Jumlah Laporan Hasil Kabupaten | 2 Lap 10.000.000 | PAD 150.000.000
Pencarian dan Pembinaan Aparatur Kendal,
Pertolongan Terhadap Pencarian dan Pertolongan semua
Kondisi Membahayakan Terhadap Kondisi Kec,
Manusia/Penyelamatan Membahayakan Kel/Desa
dan Evakuasi Manusia/Penyelamatan dan
Evakuasi yang Sah dan




Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan

Rencana Kerja Tahun 2025

Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026

Kode N X Indikator Kinerja Program/Kegiatan s Target
Program/kegiatan/ Subkegiatan Lokasi Targe.t Ca? atan Kebutuha!} Dafla/Pagu Sumber Dana Catatan Penting Capaian Kebutuhar& Dafm/ Pagu
Kinerja Indikatif N N Indikatif
Kinerja
2 3 5 6 7 8 9 11 12
Legal
18.424.190.481 26.765.138.000




3.4 Inovasi Perangkat Daerah

Sebagai garda terdepan dalam penegakan peraturan daerah, Satuan
Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kendal
senantiasa berupaya meningkatkan kinerja pelayanan publik melalui
berbagai inovasi strategis. Inovasi-inovasi ini tidak hanya bertujuan
untuk memperkuat efektivitas dan efisiensi operasional, tetapi juga untuk
merespons tantangan-tantangan yang terus berkembang di masyarakat.
Dengan berlandaskan pada semangat profesionalisme, keterbukaan, dan
tanggung jawab, Satpolkar Kendal telah merancang beberapa terobosan
penting yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan
memperkuat akuntabilitas organisasi dalam melaksanakan tugas pokok
dan fungsinya.

Inovasi yang telah diterapkan di Satuan Polisi Pamong Praja dan
Pemadam Kebakaran sejak 2021 s.d. 2024 ini merupakan hasil dari
evaluasi menyeluruh terhadap kebutuhan masyarakat dan dinamika
operasional. Beberapa inovasi yang telah diterapkan di antaranya adalah :
a. Digitalisasi Pelaporan Hasil Kegiatan (DILLA PORII) Untuk

Meningkatkan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam
Kebakaran Kabupaten Kendal.

Dengan latar belakang Belum adanya digitalisasi sistem database yang
mengelola laporan hasil kegiatan di Satuan Polisi Pamong Praja dan
Pemadam Kebakaran Kabupaten Kendal. Untuk itu sangat diperlukan
digitalisasi database laporan hasil penegakan perda mengingat data
tersebut bisa digunakan sebagai pertimbangan dan acuan dalam
melakukan kegiatan penegakan perda selanjutnya (kegiatan perda
yang berkesinambungan). Data tersebut digunakan sebagai bukti
untuk menambah sanksi terhadap masyarakat yang telah melakukan
pelanggaran untuk kedua kalinya (baik itu pelanggaran perda yang
bersifat yustisi maupun perda yang bersifat non yustisi).

Kondisi yang diharapkan yaitu adanya sistem database yang mengelola
laporan hasil kegiatan sehingga akan meningkatkan kinerja dari Satpol
PP dan Damkar Kabupaten Kendal. Database tersebut digunakan
sebagai data dukung untuk mengambil keputusan saat melakukan
penegakan perda di lokasi maupun tempat yang sama.

Sistem database tersebut juga bisa diakses oleh OPD teknis lain dalam
hal membantu peng inputan data hasil kegiatan saja. Hal tersebut bisa
terjadi jika ada kendala keterbatasan waktu. Namun OPD teknis
tersebut tidak bisa masuk ke sistem database karena untuk menjaga

kerahasiaan dan keamanan dari database tersebut. Apabila OPD

Renja Satpolkar Tahun 2025




teknis membutuhkan data tertentu maka akan dilayani dengan syarat

mengajukan surat permintaan data.

- Berkas pelanggaran perda / Surat pernyataan hanya diletakkan
dimeja tanpa diarsip dengan benar

- Data / laporan hasil penegakan perkara hanya disimpan dalam dos
atau snailhekter yang kemungkinan hilang sangat besar

- Ada beberapa arsip yang seharusnya tersimpan / terarsip dengan
benar dan aman dikantor Satpol PP dan Damkar namun ditemukan
sebagai bungkus nasi / makanan oleh Pedagang Kaki Lima yang
berada di Taman Garuda Kendal.

- Data dukung berupa Surat Pernyataan seorang PKL yang saat ini
data tersebut digunakan sebagai bungkus makanan. Meskipun
Surat Pernyataan lama, namun merupakan data tersebut
seharusnya tidak bisa keluar dari Kantor Satpol PP dan Damkar
Kabupaten Kendal.

Tujuan dilakukannya aksi perubahan ini adalah membuat sistem
digitalisasi pelaporan hasil kegiatan di Satuan Polisi Pamong Praja dan
Pemadam Kebakaran Kabupaten Kendal agar bisa terarsip dengan
benar (data terpelihara dengan baik, teratur, aman dan jika
dibutuhkan bisa ditemukan dengan cepat dan tepat). Hasil dari sistem
digitalisasi pelaporan tersebut dapat digunakan sebagai acuan dalam
penerapan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh
masyarakat.

Hasil dari sistem digitalisasi pelaporan, juga dapat digunakan sebagai

data dukung dalam pembuatan peta rawan ketertiban umum dan

ketentraman masyarakat (tibum tranmas) yang ada di Kabupaten

Kendal. Sehingga hasil dari pemetaan tersebut, pemerintah daerah

dapat mengambil langkah langkah yang tepat untuk mencegah dan

meminimalisir adanya gangguan tibum tranmas di Kabupaten Kendal.

. Pembentukan Tim Khusus Penanganan Aduan Masyarakat di
Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten
Kendal.

Dalam rangka Penegakkan Perda dan Perkada serta penanganan
aduan masyarakat unsur utama sebagai pelaksana dilapangan adalah
Pemerintah Daerah,dalam hal ini kewenangan tersebut diemban oleh
Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Satuan Polisi Pamong Praja
mempunyai tugas membantu Kepala Daerah untuk menciptakan

suatu kondisi Daerah yang tertib, aman, tentram dan teratur sehingga
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penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan
Masyarakat dapat melakukan kegiatan dengan aman. Oleh karena itu,
di samping menegakkan Perda, dan Perkada Satuan Polisi Pamong
Praja juga dituntut untuk menegakkan kebijakan Pemda lainya serti
aduan Masyarakat yang terkait dengan ketentraman dan ketertiban
umum Masyarakat. Penegakan Perda dan Perkada, serta aduan
Masyarakat yang terkait dengan ketentraman dan ketertiban umum ini
masuk dalam tugas dan fungsi Bidang Penegakan Perda dan Perkada
pada.

Dengan adanya permasalahan lambatnya Penanganan Aduan
Masyarakat baik lewat Media Sosial, Aplikasi, Surat, maupun Laporan
Langsung. Semenjak kepemimpinan Bupati Dico Ganinduto, B.Sc dan
Wakil Bupati Kendal H. Windu Basuki, S.H sebagai wujud dalam
rangka pelayanan publik kepada Masyarakat telah membuka kran
aduan Masyarakat tentang hal-hal yang perlu segera ditangani
(permasalahan yang urgent) yang terjadi dan aktual lewat media sosial,
aplikasi, surat, maupun laporan langsung. Dari berbagai aduan
lapooran yang masuk 75% aduan/laporan tersebut berkaitan dengan
masalah Ketertiban umum dan katentraman Masyarakat, hal tersebut
menjadi leading sektor dari Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan
Pemadam Kebakaran, dan dalam penanganannya oleh Bupati Kendal
Respon Time (waktu penanganan) terhadap aduan Masyarakat adalah
1x24 jam.

Inovasi yang dikembangkan yaitu dalam bentuk pembentukan “TIMUS
MAS” untuk mempercepat penanganan aduan masyrakat di Satuan
Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kendal.
Manfaat yang dapat diambil meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat dengan lebih cepat untuk datang dan menyelesaikan
permaslahan yang diadukan kepada Bupati Kendal dan Kantor Satpol
PP sebagai Leading Sektornya.

. Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Organisasi Melalui Sistem
Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Satpol PP dan Damkar
(Siecantikpol) Di Kabupaten Kendal.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan, Satpol PP dan Damkar
menghadapi beberapa isu aktual, diantaranya proses evaluasi capaian
indikator kinerja yang belum real-time dan akuntabel. Untuk
mengatasi masalah ini, perlu dikembangkan sistem evaluasi dan

pelaporan berbasis teknologi informasi guna meningkatkan kualitas
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pelayanan, menjamin transparansi dan akuntabilitas kinerja, serta
mendukung pengambilan keputusan yang berbasis data.

Proses penyusunan dan penyajian laporan saat ini masih dilakukan
secara manual dengan Microsoft Excel, menyebabkan berbagai
permasalahan seperti kurangnya koordinasi internal, terbatasnya
sumber daya manusia, keterlambatan penyusunan laporan, kesulitan
dalam memantau capaian kinerja secara real-time, dan kurangnya
transparansi dalam menyajikan capaian kinerja kepada masyarakat.
Oleh karena itu, diperlukan solusi berupa sistem evaluasi dan
pelaporan berbasis teknologi informasi untuk memudahkan koordinasi
dan pengumpulan data, mempercepat proses penyusunan laporan,
memantau capaian kinerja secara real-time, meningkatkan efektivitas
pencapaian target, serta menyajikan capaian kinerja kepada
masyarakat.

Rancangan aksi perubahan ini bertujuan membangun sistem evaluasi
berbasis teknologi informasi yang dapat dimonitor stakeholder secara
real-time. Kondisi yang diinginkan meliputi peningkatan koordinasi
dan peran aktif antar unit kerja, peningkatan kompetensi SDM, dan
percepatan penyusunan serta penyajian laporan. Target capaian dibagi
menjadi tiga: jangka pendek, menengah, dan panjang. Jangka pendek
meliputi pelatihan atau workshop, pengadaan perangkat lunak, serta
pembangunan sistem evaluasi. Jangka menengah fokus pada
peningkatan  koordinasi  dan pemanfaatan sistem, serta
penyempurnaan sistem secara berkala. Jangka panjang bertujuan
memastikan sistem berjalan dengan baik, meningkatkan transparansi
dan akuntabilitas, serta mencapai target capaian kinerja organisasi.
Manfaat dari program ini antara lain memudahkan monitoring dan
evaluasi secara real-time, efisiensi waktu dan biaya, peningkatan
akuntabilitas dan transparansi, serta peningkatan kualitas pelayanan
publik. Implementasi sistem ini juga melibatkan berbagai pihak,
termasuk internal Satpol PP dan Damkar serta stakeholder eksternal
seperti pemerintah daerah / OPD terkait, dan pihak eksternal seperti
penyedia layanan teknologi informasi. Dengan sistem evaluasi berbasis
teknologi informasi, diharapkan seluruh stakeholder mendapatkan
manfaat berupa efisiensi, peningkatan akuntabilitas, dan kualitas

pelayanan publik yang lebih baik.
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BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala
daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan
Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas
Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif
untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada
RPJPD dan RPJMN. RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat
rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta
rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang
disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program

strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Kendal Tahun 2021-2026 dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD), sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan. Renja
Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 13 ayat (2), memuat program, kegiatan,
lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan
sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun
berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD. Rencana kerja,
pendanaan dan prakiraan maju sebagaimana tersebut mempertimbangkan
kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber dari APBD maupun
sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi
masyarakat. Rencana kerja dan pendanaan dengan mempertimbangkan
kerangka pendanaan dan pagu indikatif yang bersumber dari APBD memuat
program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan langsung oleh
pemerintah daerah, disertai perhitungan kebutuhan dana bersumber dari
APBD untuk tahun-tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan.
Dengan demikian Renja yang disusun oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan
Pemadam Kebakaran Kabupaten Kendal merupakan implementasi dari target-

target tahunan yang tercantum dalam RPJMD.

Kebutuhan pendanaan dalam Rencana Kerja bersifat indikatif, hal ini
dimaksudkan bahwa kebutuhan pendanaan setiap tahun yang dijabarkan
dalam rencana kerja perangkat daerah disesuaikan dengan prioritas daerah
setiap tahun sehingga kebutuhan pendanaan dapat diselaraskan sebagaimana

Rencana Kerja dan Pendanaan di bawah ini :
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Pagu Indikatif
Kode Program /Kegiatan/Sub Kegiatan
(Rp)
1.05.01 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 14.333.177.926
2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat 45.000.000
Daerah
0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 15.000.000
0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 5.000.000
0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- 5.000.000
SKPD
0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 5.000.000
0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 5.000.000
0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan 10.000.000
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 12.542.405.481
0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 12.452.405.481
0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi 0
Keuangan SKPD
0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 10.000.000
SKPD
0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ 80.000.000
Triwulanan/ Semesteran SKPD
2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 18.000.000
0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 0
0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan 18.000.000
Fungsi
0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 0
2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 856.671.445
0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 30.000.000
Bangunan Kantor
0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 7.000.000
0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 15.000.000
0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 81.000.000
0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 81.000.000
0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- 0
undangan
0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 562.671.445
0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 80.000.000
2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 0
Pemerintah Daerah
0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0
0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0
2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 495.000.000
0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5.000.000
0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 260.000.000
0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 70.000.000
0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 160.000.000
2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 376.101.000
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Pagu Indikatif

Kode Program /Kegiatan/Sub Kegiatan
(Rp)

Pemerintahan Daerah

0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan 300.901.000
Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas
Jabatan

0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak 50.000.000
dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan 25.200.000
Lainnya

1.05.02 | PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN 2.198.300.000

KETERTIBAN UMUM

2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 1.633.300.000
dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

0003 Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban 30.000.000
Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat
Kabupaten/Kota

0004 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka 1.338.300.000
Ketentraman dan Ketertiban Umum

0005 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan 10.000.000
Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam
Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia

0006 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik 15.000.000
Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan
Ketertiban Umum

0008 Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman 15.000.000
Masyarakat

0015 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 110.000.000
Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan
Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan
Pengawalan

0016 Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban 70.000.000
Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban
dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa

0017 Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak 20.000.000
Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah

0018 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana 25.000.000
Ketentraman dan Ketertiban Umum

2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan 515.000.000
Peraturan Bupati/Wali Kota

0011 Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan 500.000.000
Peraturan Kepala daerah

0012 Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan 15.000.000
Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

2.03 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) 50.000.000
Kabupaten/Kota

0006 Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS 50.000.000

1.05.04 | PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, 1.892.712.555

PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON
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Pagu Indikatif
Kode Program /Kegiatan/Sub Kegiatan
(Rp)
KEBAKARAN
2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan 1.423.080.000
Penanganan Bahan
Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah
Kabupaten/Kota
0002 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah 1.013.080.000
Kabupaten/Kota
0003 Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non 150.000.000
Kebakaran
0007 Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran 10.000.000
0008 Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran 10.000.000
dan Penyelamatan (SKIK)
0017 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, 220.000.000
Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri
0018 Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah 20.000.000
Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam
Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan
Penyelamatan Non Kebakaran
2.02 Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran 10.000.000
0002 Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran 10.000.000
2.04 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran 379.632.555
0001 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan 369.632.555
Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi
Masyarakat
0002 Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran 10.000.000
2.05 Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan 80.000.000
Terhadap Kondisi
Membahayakan Manusia
0002 Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan 70.000.000
Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan
Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi
0004 Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap 10.000.000
Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan
Evakuasi
18.824.190.481
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BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Kabupaten Kendal Tahun 2025 ini merupakan rencana kerja tahunan yang
yang dijabarkan dari Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah

Kabupaten Kendal Tahun 2025.

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Kabupaten Kendal Tahun 2025 merupakan kelanjutan dari program kerja
sebelumnya, guna memberikan arah dan pedoman pelaksanaan tugas.

Dengan adanya dokumen Rencana Kerja Tahun 2025 ini diharapkan
dapat membantu dalam penyusunan rencana anggaran sehingga lebih tepat
untuk melaksanakan kegiatan yang diprioritaskan. Beberapa hal yang perlu
mendapat perhatian, yaitu :

1. Pogram dan kegiatan yang direncanakan diharapkan dapat mendukung
tercapainya target dalam RPJMD Kabupaten Kendal

2. Renja Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kab. Kendal mengacu pada
Rencana Strategis (Renstra) Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kab.
Kendal. Pogram dan kegiatan yang direncanakan diharapkan dapat
mendukung tercapainya target dalam Renstra Satpol PP dan Pemadam
Kebakaran Kabupaten Kendal.

3. Renja Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kab. Kendal Tahun 2025 ini juga
sebagai acuan untuk melaksanakan kegiatan Satpol PP dan Pemadam
Kebakaran Kab. Kendal Tahun 2025.

Rencana Kerja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan
Pemadam Kebakaran Kabupaten Kendal Tahun 2025 ini perlu memperhatikan
kaidah-kaidah pelaksanaan dalam menyikapi permasalahan Ketentraman
Masyarakat dan Ketertiban Umum di Kabupaten Kendal. Dengan adanya
Rencana Kerja  Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Kabupaten Kendal Tahun 2025 ini, maka penetapan prioritas pembangunan
yang merupakan upaya penjabaran tujuan, sasaran, maupun arah kebijakan
diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta
berkelanjutan, dengan sesama Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah

Kabupaten Kendal.
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Sebagai langkah tindak lanjut, Satuan Polisi Pamong Praja dan
Pemadam Kebakaran Kabupaten Kendal terus berupaya melakukan
penyempurnaan dan peningkatan kualitas internal demi terwujudnya Satuan
Polisi Pamong Praja dan Damkar yang berkualitas dalam pelayanan kepada

masyarakat.

Kendal, 2024

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN
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